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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Kebijakan Publik dan Kebijakan Sosial

Kebijakan publik yang dirancang untuk peningkatan kesejah-
teraan masyarakat atau kualitas hidup masyarakat didefinisikan
sebagai kebijakan sosial (Midgley & Livermore, 2009). Kebijakan
sosial dapat dipahami sebagai kebijakan kesejahteraan sosial (social
welfare policy), yakni apa yang dilakukan oleh pemerintah yang
memengaruhi kualitas hidup manusia (Di Nitto, 2003). Secara sempit,
kebijakan sosial antara lain meliputi pelayanan sosial di bidang
kesehatan, pendidikan, perumahan, dan layanan sosial personel (Deacon,
2002). Dalam perumusan kebijakan sosial, pemerintah dipandanng
bukan satu-satunya pihak yang penting dalam melaksanakan
fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pembangunan.
Pemerintah tidak akan pernah mampu memenuhi seluruh kebutuhan
warganya sehingga ia membutuhkan sistem sosial lainnya, seperti
legal standing - termasuk peraturan pelaksanaannya - sumber daya
manusia (SDM) yang multi disiplin dan profesional, kematangan
struktur kelembagaan dan pemerintahan daerah, kerjasama antar-
lembaga, dan dukungan anggaran yang cukup memadai baik dari
sektor pemerintah maupun swasta (Thahir, B., 2019).

Kebijakan sosial lahir sebagai akibat dari berbagai pen-
dekatan alternatif administrasi sosial. Sedangkan administrasi sosial
timbul sebagai dampak dari anggapan kegagalan kebijakan adminis-
trasi publik dalam mencapai negara sejahtera (welfare state) dimana
kemiskinan dan ketimpangan (disparitas) masih tinggi. Pandangan

yang bertitik tolak dari struktural Marxist dan feminis tersebut,

1



menganggap bahwa fokus administrasi sosial menjauh dari kegagalan
individu dan kelompok masyarakat, seperti kelas sosial (Ginsburg,
1979) dan (Gough, 1979); jenis kelamin (Finch & Groves, 1983) dan
Pascall (1986); ras (Rex, 1973) dan (Cohen et al., 1982); usia (Walker,
1980) dan (Phillipson, 1982 & 1986); serta disabilitas (Oliver, 1990)
dan (Morris, 1991). Kebijakan sosial kontemporer fokus pada analisis
pengembangan berbagai campuran teoretis dan empiris, tradisi sains,
pengetahuan, rasionalitas, dan kemajuan intelektual. Meskipun
demikian, pendekatan kebijakan sosial mendapatkan kritik bahwa
penekanan pada aspek teoretis kurang memiliki kekuatan penjelasan
atau melepaskan tanggung jawab dalam menangani masalah nyata
untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Bertitik tolak dari Young
(1990) dan Mulgan (1993), di era post-modernism, kebijakan
sosial ditempatkan pada situasi perdebatan yang lebih luas, seperti
dekonstruksi terhadap dominasi kolonialisme Eropa sehingga
melahirkan dekolonialisme. Dekolonisasi merupakan aktivitas
intelektual (bagaimana kita berpikir tentang dunia Timur), kearifan
local (local wisdom), mempertahankan kemandirian budaya dalam
negara yang berdaulat dan menolak asimilasi sehingga memerlukan
legitimasi negara, yakni kebijakan sosial. Jika penyelidikan
administrasi sosial dipusatkan pada institusi negara, undang-undang,
formal-institusional, dan top down, maka kebijakan sosial berupaya
memperbaiki keadaan individu dan kelompok yang tidak beruntung
secara sosial-ekonomi (Sugandi, Y. S., 2017).

Kebijakan sosial meliputi beberapa aspek pembangunan
manusia, termasuk di dalamnya implikasi sosial dari layanan
kebijakan publik, desentralisasi, dan otonomi daerah (Triwibowo,
Darmawan & Nur, ., 2009). Dewasa ini, praktek kebijakan sosial
telah banyak dilakukan pemerintah pusat dan daerah sebagai

bagian dari kewajiban dalam pelaksanaan urusan pemerintahan,
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termasuk dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
Dalam konteks ini, kebijakan sosial dipahami sebagai kebijakan
dan program yang dijalankan oleh pemerintah, yang didesain
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan
harkat dan martabat manusia. Penyelenggaraan otonomi daerah
(Otda) diharapkan mendapatkan keleluasaan (kemandirian) dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi hendaknya
dipahami sebagai otonomi masyarakat daerah, bukan hanya sekedar
otonomi pemerintahan daerah. Kebijakan otonomi daerah sebagai
perwujudan dari desentralisasi merupakan alat untuk mewujudkan
cita-cita keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Pada posisi
ini, kebijakan sosial hendaknya menduduki posisi yang sangat
penting dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, kebijakan, dan
program pemerintah daerah. Kebijakan sosial perlu didesain untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni harkat martabat

manusia sebagai inti dari kebijakan sosial (Thahir, B., 2019).

1.2 Kedudukan Studi Kebijakan Sosial

Negara sejahtera (welfare state) mempromosikan gagasan
bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin
“kebahagiaan terbesar dari sebagian terbesar warganya” (the greatest
happiness of the greatest number of their citizens). Hak tersebut
seharusnya mendapatkan perhatian terpenting dari kebijakan publik
dan kebijakan sosial (Sukmana, O., 2016). Dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah, negara sejahtera tercermin dalam desentralisasi
dan otonomi daerah. Secara filosofis, tujuan penyelenggaraan
desentralisasi adalah peningkatan pelayanan publik, sedangkan
pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk memacu kesejahteraan
masyarakat di tingkat lokal. Tujuan akhir kedua asas tersebut —

desentralisasi dan otonomi daerah— mewujudkan amanat konstitusi,
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yaitu kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
(Thahir, B., 2019).

Kedudukan negara sejahtera bagi daerah tercermin dalam
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Undang-undang terbaru tersebut merupakan hasil
penyempurnaan Undang-undang sebelumnya, yakni Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 22 Tahun 1999 serta
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
merupakan landasan konstitulisonal Pemerintah Orde Baru (Orba)
yang bersifat sentralistik. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan
desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh
pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi
(Undang, G., 2022b: 110).

1.3 Kebijakan Sosial dan Urusan Pemerintahan

Konkuren

Undang-undang 23 Tahun 2014, Pasal 9-13, menjelaskan
bahwa Klasifikasi Urusan Pemerintahan meliputi (1) Urusan
Pemerintahan Absolut, yakni Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; (2) Urusan Pemerintahan
Konkuren, yakni Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah
Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagai
dasar pelaksanaan Otonomi Daerah; dan (3) Urusan Pemerintahan
Umum, yakni Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan Pemerintahan Absolut
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meliputi (a) politik luar negeri; (b) pertahanan; (c) keamanan; (d)
yustisi; (e) moneter dan fiskal nasional; dan (f) agama. Dalam
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Absolut, Pemerintah
Pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada
Instansi Vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat berdasarkan Asas Dekonsentrasi. Urusan
Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri
atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang
tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib
yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi (a) pendidikan; (b)
kesehatan; (c) pekerjaan umum dan penataan ruang; (d) perumahan
rakyat dan kawasan permukiman; (e) ketenteraman, ketertiban
umum, dan pelindungan masyarakat; dan (f) sosial. Sedangkan
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar meliputi (a) tenaga kerja; (b) pemberdayaan perempuan
dan pelindungan anak; (c) pangan; (d) pertanahan; (e) lingkungan
hidup; (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (g)
pemberdayaan masyarakat dan desa; (h) pengendalian penduduk
dan keluarga berencana; (i) perhubungan; (j) komunikasi dan
informatika; (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah; (1) penanaman
modal; (m) kepemudaan dan olah raga; (n) statistik; (o) persandian;
(p) kebudayaan; (q) perpustakaan; dan (r) kearsipan. Sementara itu,
Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi (a) kelautan dan perikanan; (b)
pariwisata; (c) pertanian; (d) kehutanan; (e) energi dan sumber daya
mineral; (f) perdagangan; (g) perindustrian; dan (h) transmigrasi.
Kedudukan kebijakan sosial pada Pemerintah Daerah lebih
banyak menitikberatkan pada Urusan Pemerintahan Konkuren,

terutama Urusan Pemerintahan Wajib, baik Urusan Pemerintahan

5



Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar seperti pendidikan,
kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat
dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan
pelindungan masyarakat dan sosial, maupun Urusan Pemerintahan
Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terutama
ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak,
pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan,
komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah,
penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian,

kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.

1.4 Bagaimana Model Pengembangan Analisis Disparitas
Kebijakan Sosial di Daerah?

Dalam praktek penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi
daerah —terutama pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren —
masih banyak menimbulkan disparitas sosial sehingga implementasi
kebijakan tersebut perlu dievaluasi bahkan dilakukan reformulasi
kebijakan. Beberapa di antaranya adalah ketimpangan di Indonesia
seperti ketimpangan regional antara Kawasan Jawa Barat Bagian
Tengah/JBBTdanUtara/JBBU (perkotaandansemiperkotaan)dengan
Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan/JBBS (pedesaan) (Undang, G.,
2022a). Demikian pula contoh kasus lainnya di 33 kabupaten/kota di
Provinsi Sumatera Utara yang mengalami ketimpangan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) yang cukup ekstrim (Undang, G., 2023). Secara umum
rumusan masalah kedua studi tersebut adalah, pertama, faktor-
faktor utama apa sajakah dan kerangka kerja (framework) seperti

apa yang secara interdisipliner dapat dijadikan model analisis
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dalam pemecahan masalah ketimpangan pembangunan sosial
dan infrastruktur di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan? Kedua,
bagaimanakah ketimpangan pendapatan daerah dan model analisis
seperti apakah yang dianggap relevan dalam melaksanakan refor-
mulasi kebijakan ketimpangan tersebut dalam penyelenggaraan
desentralisasi dan otonomi daerah di 33 kabupaten/kota di Provinsi
Sumatera Utara (Sumut)?

Masing-masing rumusan masalah tersebut akan dibahas
secara terpisah pada bab dan sub-bab berikutnya. Setiap pembahasan
dan hasil analisis diharapkan menghasilkan suatu konsep baru (new
paradigm) model analisis ketimpangan regional, sebagai novelti
yang ditawarkan kedua kajian tersebut. Paradigma baru tersebut
diharapkan bermanfaat untuk studi lebih lanjut, khususnya yang
membahas tentang ketimpangan penyelenggaraan desentralisasi
dan otonomi daerah, baik di kedua provinsi tersebut maupun —

mungkin— di daerah lainnya di Indonesia.






BAB II
INTERDISCIPLINARY ID-STM FRAMEWORK:
MODEL ANALISIS DISPARITAS
REGIONAL PADA MASYARAKAT
TERTINGGAL DI KAWASAN JAWA BARAT
BAGIAN SELATAN, PROVINSI JAWA
BARAT

2.1 Latar Belakang

Ketimpangan (disparitas) ‘“mikro-nasional” dialami oleh
beberapa negara maju, seperti ketimpangan kesehatan di daerah
kumuh Ahmedabad, di komunitas Maori di Selandia Baru; kota
Coventry Inggris; Brasil; Slovenia; dan Taiwan bahkan Thailand
(Marmot, M., 2015). Ketimpangan pekerjaan juga terjadi di Jerman,
Italia, dan Inggris (Taylor, J. & Bradley, S., 1997). Disparitas
lainnya adalah ketimpangan masyarakat pedesaan yang terjadi di
negara-negara anggota baru Uni Eropa, kecuali Latvia (Abrham, J.,
2011). Kesenjangan tersebut bahkan berkaitan dengan kebutuhan
bantuan kepada pengusaha mikro, pariwisata, dan pertanian di North
Carolina, Amerika Serikat (Ferreira, B., et al., 2020). Ketimpangan
yang demikian —khususnya ketimpangan regional— juga dialami
oleh Indonesia. Tidak hanya terjadi di wilayah Timur (Provinsi
Papua) dan Barat (Provinsi Aceh), tetapi juga terjadi di Indonesia
Bagian Tengah termasuk Jawa Barat Bagian Selatan, Provinsi Jawa
Barat (Jabar). Padahal, rentang kendali hanya berjarak sekitar 250
km dari Ibu Kota Negara Republik Indonesia.



Ketimpangan regional yang dialami Jawa Barat Bagian
Selatan (JBBS) adalah ketimpangan ‘“makro-regional” karena
mencakup aspek-aspek seperti indeks pembangunan manusia (IPM)
yang rendah; indeks ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan
yang rendah (Kemenko Bidang Kemaritiman & Investasi, 2021). Ada
juga ketimpangan infrastruktur (Ginting, A.M., 2015); (Aprianoor,
P. & Muktiali, M., 2015); (Sukwika, T., 2018), ketimpangan sarana
dan prasarana penunjang produksi serta belum adanya pengelolaan
daerah unggulan seperti di bidang pertanian, perkebunan (White, B.,
1997); (Novitasari, R.; Sulistyowati, L.; & Karmana, M. H., 2019),
ketimpangan dalam pengelolaan potensi peternakan, perikanan,
kelautan, dan pariwisata (Undang, G.; Tanjung, A.M.; & Maskun, T.,
2021); (Djuwendah, E., et al., 2013). Pelayanan dasar masyarakat di
bidang pemerintahan desa (Djuwendah, E., et al., 2013), bencana dan
ancaman tsunami di Samudera Hindia, serta lingkungan hidup juga
masih sangat kurang (Fritz, H. M., et al., 2007); (Okal, E.A., 2015).
Bahkan potensi gangguan pertahanan dan keamanan (Hankam) di
Samudera Hindia menjadi persoalan tersendiri, mengingat Jawa
Barat Bagian Selatan terletak di bentangan pantai Samudera Hindia
sepanjang 420 kilometer dari perbatasan Provinsi Banten hingga
Provinsi Jawa Tengah (Okal, E.A., 2015); (Marsetio, M., 2018).

Jawa Barat Bagian Selatan umumnya terletak di pesisir
selatan yang sebagian besar terdiri dari pegunungan, lahan pertanian,
dan perkebunan. Kondisi ketertinggalan kawasan tersebut sangat
mencolok jika dibandingkan dengan wilayah Jawa Barat Tengah
(ibu kota provinsi, perkotaan, dan industrialisasi) dan Jawa Barat
Bagian Utara, yakni Kabupaten Sumedang, Majalengka, Cirebon,
Subang, Indramayu, Kuningan, dan Kota Cirebon. Kawasan yang

dikenal dengan sebutan “Rebana” semakin berkembang pesat

1 Kawasan Metropolitan “Rebana” meliputi 13 Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang tersebar
di Kab. Majalengka, Subang, Indramayu, Cirebon, dan Sumedang; serta Kabupaten Kuningan
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seiring urbanisasi dan industrialisasi. Tingkat kesenjangan antara
daerah maju dan daerah tertinggal di Provinsi Jawa Barat mencapai
0,403%, berada di atas angka nasional (0,381%). Disparitas tersebut
terjadi antar wilayah yang berada di sekitar kawasan pembangunan
DKI Jakarta (Kemenko Bidang Kemaritiman & Investasi, 2021).
Nilai rata-rata indeks ekonomi di kawasan pesisir Utara sebesar
0,0261, sedangkan di kawasan pesisir Selatan sebesar 0,0085.
Artinya, wilayah pesisir Selatan lebih kecil dari wilayah pesisir
Utara sehingga disparitas ekonomi tahun 2016 di pesisir Selatan
lebih rendah dibandingkan dengan pesisir Utara Pulau Jawa
(Fatimah, A., 2020). Dari aspek pengelolaan sumber daya pertanian,
pemberdayaan petani lokal kurang diperhatikan; pengelolaan
pertanian pedesaan didominasi oleh kekuatan orang kaya (White,
B., 1997). Disparitas kepemilikan lahan pertanian di Jawa Barat
Bagian Selatan disebabkan oleh eksploitasi terhadap petani kecil
(penggarap) dan sistem bagi hasil pertanian sehingga menguntungkan
pihak pemilik lahan atau yang menyewakan (Sulistyowati, L., et al.,
2019). Sedangkan dari aspek pendidikan, budaya literasi di Jawa
Barat Bagian Selatan umumnya masih rendah (Rachmawati, T.S.;
Winoto, Y.; & Rohman, A.S., 2019). Disparitas kondisi konektivitas
jalan dan jembatan sistem jaringan jalan primer belum terpenuhi,
71,76% jaringan jalan berada di wilayah Utara (Rebana) sedangkan
di wilayah selatan hanya 28,24%, tingkat pergerakan barang dan
jasa pun di wilayah selatan masih relatif kecil (Kemenko Bidang
Kemaritiman & Investasi, 2021).

Pembagian provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar
berikut.

dan Kota Cirebon sebagai Kawasan Pendukung. KPI tersebut meliputi KPI Patimban, KPI Cipali
Subang Barat, KPI Cipali Subang Timur, KPI Cirebon, KPI Patrol, KPI Losarang, KPI Tukdana,
KPI Cipali Indramayu, KPI Balongan, KPI Krangkeng, KPI Jatiwangi, KPI Kertajati - Jatitujuh,
dan KPI Butom.
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Gambar 2.1
Pembagian Kawasan di Provinsi Jawa Barat

Bandung
vain'c?a'l
overnment

Center

Province
of Central

Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Barat (2019), pembagian kawasan regional
digambar oleh penulis.

Masalah disparitas wilayah di Jawa Barat Bagian Selatan
perlu dikaji secara mendalam. Mengingat hasil penelitian sebelumnya
masih terbatas dan belum ada kerangka kerja yang memadai, maka
tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan model baru
kerangka kerja (new paradigm) pemetaan ketimpangan wilayah
yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Bagi para peneliti,
model framework tersebut dapat membantu studi lebih lanjut tentang
fenomena dan masalah di kawasan tersebut, dapat membantu
menemukan permasalahan penelitian dan isu pembangunan serta
menambah paradigma baru dan referensi keilmuan di bidang
pembangunan wilayah dan ketimpangan wilayah, yang secara
konseptual diadaptasi dan dikembangkan dari dua model, yakni
Ishikawa Diagran (ID) yang diintegrasikan secara interdisipliner
dengan Socio-technical Method (StM). Sedangkan bagi pemerintah,
model framework yang kami tawarkan dapat dijadikan pertimbangan

dalam menentukan perumusan, pelaksanaan, analisis, dan evaluasi
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kebijakan dalam mengatasi ketimpangan pembangunan sosial

kemasyarakatan di Jawa Barat Bagian Selatan.

2.2 Rumusan Masalah

Jawa Barat Bagian Selatan mengalami disparitas [PM
(Kemenko Bidang Kemaritiman & Investasi, 2021); rendahnya
indeks ekonomi (0,0085) (Fatimah, A., 2020); kertinggalan
infrastruktur (Ginting, A.M., 2015); (Aprianoor, P. & Muktiali,
M., 2015); (Sukwika, T., 2018); rendahnya konektivitas jalan dan
jembatan serta sistem jaringan jalan primer (28,24%) (Kemenko
Bidang Kemaritiman & Investasi, 2021); minimnya sarana dan
prasarana penunjang produksi pertanian dan’ perkebunan (White,
B., 1997); (Novitasari, R.; Sulistyowati, L.; & Karmana, M. H.,
2019); minimnya penunjang produksi peternakan, perikanan,
kelautan, dan pariwisata (Undang, G.; Tanjung, A.M.; & Maskun, T.,
2021); (Djuwendah, E., et al., 2013); masih didominasinya sumber
daya pertanian oleh orang kaya (pemodal) (White, B., 1997) dan
eksploitasi petani kecil (penggarap) (Sulistyowati, L., et al., 2019);
masih rendahnya budaya literasi (Rachmawati, T.S.; Winoto, Y.; &
Rohman, A.S., 2019) dan pelayanan pemerintahan (Djuwendah,
E., et al., 2013) serta ancaman bencana dan tsunami (Fritz, H. M.,
et al., 2007); (Okal, E.A., 2015); dan Hankam (Okal, E.A., 2015);
(Marsetio, M., 2018). Bertitik tolak dari masalah tersebut, rumusan
penelitian ini adalah:

1) Faktor-faktor utama apa sajakah yang mengalami disparitas
regional di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan berdasarkan
pendekatan interdisipliner Ishikawa Diagram dan Socio-
technical Method (ID-StM)?

2) Bagaimana rumusan paradigma baru (new paradigm), yakni
kerangka kerja (framework) interdisipliner ID-StM yang dapat
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diaplikasikan sebagai model dalam menganalisis disparitas
pembangunan sosial dan infrastruktur di Kawasan Jawa Barat

Bagian Selatan?

2.3 Tinjauan Literatur

2.3.1 Disparitas Regional di Negara-negara Maju

Disparitas atau ketimpangan antar-wilayah dalam suatu
negara tidak hanya terjadi di negara terbelakang atau negara
berkembang seperti Indonesia, tetapi juga dialami oleh negara maju.
Secara global, ketimpangan antara-negara maju, negara berkembang,
dan negara terbelakang terjadi seperti pada bidang kesehatan
(Marmot, M., 2015). Di sektor ketenagakerjaan, disparitas regional
tingkat pengangguran dialami oleh negara-negara maju, seperti
Jerman, Italia, dan Inggris. Pada periode 1984-1994, pengangguran
di tingkat nasional sangat erat kaitannya dengan tingginya tingkat
ketimpangan pengangguran di masing-masing wilayah ketiga negara
tersebut. Beberapa opsi kebijakan pemerintah dalam jangka panjang
dapat dilakukan melalui subsidi pekerjaan sementara, peningkatan
produktivitas tenaga kerja yang masih rendah kompetensinya
dilakukan melalui pelatihan, mendorong tumbuhnya perusahaan
swasta di daerah, dan investasi infrastruktur ekonomi di daerah
(Taylor, J. & Bradley, S., 1997). Hal yang sama berlaku di negara-
negara Uni Eropa. Sejak integrasi Eropa Tengah dan Timur ke dalam
perekonomian Uni Eropa, negara-negara anggota baru, kecuali
Latvia, mengalami disparitas. Demikian juga di pedesaan, tidak ada
perubahan besar dibanding masa sebelum integrasi. Dalam Produk
Domestik Bruto (PDB) negara-negara yang didominasi perkotaan,
ketimpangan meningkat dua kali lipat atau bahkan tiga kali lipat
dengan negara-negara yang didominasi pedesaan, kecuali Republik

Ceko. Dalam kasus Bulgaria dan Rumania —setelah empat tahun
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ketergantungan— perkembangan ekonomi mengalami disparitas
dengan negara-negara maju yang tergabung dalam Uni Eropa
(Bialer, S., 2019).

Aglomerasi ekonomi masih berpusat pada negara-negara
yang lebih maju sebelum bergabung. Beberapa sektor yang
mengalami ketimpangan antara lain pelayanan publik, seperti jasa
pedesaan, jasa pariwisata, energi terbarukan, liberalisasi produk
pertanian, dan lapangan kerja di sektor agribisnis (Abrhdm, J.,
2011). Dalam skala mikro, disparitas regional terjadi di negara maju
seperti Amerika Serikat, dalam bidang alih teknologi pertanian,
yaitu di wilayah Wyoming. Potensi untuk meningkatkan biomassa
dan mengurangi kesenjangan hasil silase jagung di wilayah tersebut
dapat dikelola dengan baik jika air irigasi dibangun dan air nitrogen
(N) dikembangkan dengan baik (Nilahyane, A.; et al., 2018).
Kesenjangan kebutuhan bantuankepada pengusahamikro, pariwisata,
dan pertanian terjadi di North Carolina, Amerika Serikat. Pembinaan
mentor adalah strategi yang memungkinkan pengusaha mikro
pariwisata pertanian dapat sukses di North Carolina (Ferreira, B., et
al., 2020). Begitu pula dalam restorasi sungai, terjadi kesenjangan
pengelolaan ekologi lotik dan teknologi terapan di sekitar daerah
liran sungai (DAS) Indiana, Amerika Serikat. Evaluasi berkelanjutan,
perbaikan regulasi, dan pengelolaan sistem ekologi sungai sangat
penting dalam mengatasi aliran Sungai Indiana (Moerke, A.H.; et
al., 2004). Disparitas regional di Andhra Pradesh, India, semakin
besar sejak pembentukannya pada tahun 1956. Hyderabad sebagai
pusat kota dan pusat ekonomi terbesar berdampak pada ketimpangan
pembangunan di daerah pinggiran. Intervensi kebijakan pemerintah
dalam meningkatkan kemajuan pembangunan di pedesaan untuk
mengurangi kesenjangan antar-wilayah sangat penting (Reddy,
A. A.; & Bantilan, M. C. S., 2013). Kajian ketimpangan wilayah
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secara makro di India menunjukkan bahwa pendapatan per kapita
wilayah India pada periode 1990-1991 hingga 2017-2018 banyak
mengalami ketimpangan, yaitu sebesar 0,75 persen; Net State
Domestic Product (NSDP) meningkat sebesar 18,6 di wilayah
selatan India, seiring berkembangnya Tamil Nadu menjadi negara
berbasis industri sehingga grafik industrialisasinya paling maju dan
tertinggi, setidaknya sampai tahun 2013-2014 sebesar 37.378 pabrik,
peningkatan 14.617 pabrik setelah 1990-2014. Selama 25 tahun
terakhir, tingkat pertumbuhan industri negara telah meningkat lebih
dari 2,5 kali lipat (Kumar, K. R.; Sivakumar, I.; Saravanakumar, N.;
& Sathishkumar, R., 2020). China juga mengalami ketimpangan
regional. Mengurangi ketimpangan memiliki dampak negatif yang
kecil terhadap pertumbuhan dalam jangka pendek, tetapi hampir
tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dalam jangka panjang.
Peningkatan pertumbuhan, sebaliknya, mengurangi ketimpangan di
semua sektor pembangunan (Chen, A., 2010). Wilayah Utara dan
Timur Laut Brasil memiliki tingkat ketimpangan regional terburuk,
wilayah Tengah memiliki tingkat menengah, dan wilayah Selatan
dan Tenggara memiliki tingkat terbaik. Meskipun indikator telah
meningkat selama beberapa dekade terakhir, disparitas spasial tetap
ada (Silva, S.A.D., 2017). Rencana pembangunan nasional dan lokal
di Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Korea Selatan, Brasil,
Meksiko, Nigeria, Pantai Gading, Niger, dan negara-negara lain
mengalami disparitas regional yang serius. Pertumbuhan ekonomi
tidak merata, aglomerasi industri terkonsentrasi di perkotaan,
negara-negara tersebut tidak memiliki “tiang pembangunan”
untuk mendorong pembangunan industri di daerah, industrialisasi

terkonsentrasi di perkotaan (Higgins, B., 2019).
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2.3.2 Disparitas Regional di Indonesia

Sebagai negara berkembang, Indonesia mengalami disparitas
pembangunan antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian
Timur selama tahun 2004-2013 (Berlianantiya, M., 2017) dan
(Raharti, R.; Laras, T.; & Oktavianti, O., 2021). Setiap penurunan
ketimpangan pembangunan antar-wilayah dan aglomerasi, selalu
berdampak positif, yaitu dengan menurunkan tingkat kemiskinan.
Beberapa crash program yang dapat dilakukan pemerintah dalam
mengatasi ketimpangan antar daerah antara lain pembangunan
infrastruktur, seperti infrastruktur pelabuhan, perbaikan jalan,
penambahan daya dan kapasitas listrik, pembangunan rumah sakit
dan puskesmas, serta sarana dan prasarana pendidikan (Ginting,
A.M., 2015). Pertumbuhan ekonomi memiliki arah tanda positif,
namun tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan
di 33 provinsi di Indonesia selama periode penelitian 2013-2018,
karena setiap provinsi memiliki besaran pertumbuhan ekonomi yang
jauh berbeda antara satu provinsi dengan provinsi lainnya. Kebijakan
pemerintah perlu mendorong arus pembangunan dan investasi
ke daerah tertinggal atau kurang berkembang, dan membatasi
berkembangnya kegiatan usaha besar di pusat-pusat pertumbuhan
yang ada. Konsentrasi ekonomi perlu dihindari agar pemerataan
pelayanan publik dan konektivitas antar daerah dapat dirasakan oleh
masyarakat yang kurang berkembang (Sayifullah, S., 2021).

Kesenjangan infrastruktur antar wilayah dinilai sebagai salah
satu faktor yang mendorong terjadinya ketimpangan ekonomi antar
wilayah di Indonesia. Kesenjangan ekonomi per kapita (PDRB)
antar provinsi di Indonesia cukup tinggi selama periode 2011-
2015. Korelasi positif antara kesenjangan PDRB per kapita dan
kesenjangan infrastruktur antar-provinsi sangat kuat. Pemerintah

perlu mempercepat program pemerataan pembangunan secara
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proporsional terutama di daerah-daerah yang dianggap tertinggal
(Sukwika, T., 2018). Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh
positif signifikan terhadap disparitas wilayah di Pulau Jawa dan
Bali. Artinya, setiap kenaikan satu satuan PAD akan menurunkan
nilai indeks gini, dan setiap kenaikan satu satuan Penanaman Modal
Asing (PMA) akan menaikkan nilai indeks ketimpangan di kedua
pulau tersebut (Marantika, D.; Hadi P, T. & Viphindrartin, S., 2018).
Indonesia juga mengalami ketimpangan kesehatan anak (Kusrini, I.;
& Laksono, A. D., 2020). Dalam hal antenatal care (ANC), yaitu
pemeriksaan kehamilan, terdapat disparitas di 34 provinsi, antara
lain di Indonesia Timur (wilayah Maluku dan Papua) yang memiliki
sebaran paling rendah, provinsi paling barat (sebagian Sumatera)
memiliki sebaran satu tingkat di atas Indonesia Timur, sedangkan
ANC terbaik terpusat di Jawa-Bali (Laksono, A. D.; Wulandari, R.
D.; & Soedirham, O., 2019). Variabel ketimpangan pembangunan
dan aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kemiskinan. Sementara variabel PDRB dan investasi berpengaruh
negatif secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
Pemerintah harus melakukan crash program dalam mengatasi
ketimpangan pembangunan, sehingga kemiskinan dapat berkurang
lebih signifikan di Indonesia (Ginting, A.M., 2015).

2.4 Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni
Ishikawa Diagram (ID) dan Socio-technical Method (StM). Ishikawa
Diagram (ID) diadaptasi dari 4M (Method, Material, Machine, and
Manpower) Ishikawa Diagram (Raharti, R.; Laras, T.; & Oktavianti,
0., 2021); (Hermens, M., 1997); (Best, M. & Neuhauser, D., 2008);
(Ishikawa, K., 1968). Sedangkan Socio-technical Method (StM)
diadaptasi dari Gustiana, 1. et al. (2020); (Mubaroq, S.R.; Abdullah,
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A.G.; & Setiawan, A., 2020); (Mubaroq, S.R.; Abdullah, A.G.; &
Setiawan, A., 2021); (Marnewick, A. et al., 2019); dan (Mubaroq, S.
R.,etal.,2019)yang dalam kajian ini digabungkan dan dikembangkan
dengan dekomposisi.

Ishikawa Diagram sangat mengakar dan menginspirasi
banyak ilmuwan di seluruh dunia, oleh Best dan Neuhauser (2008)
disebutnya sebagai alat praktis “tulang ikan untuk perdamaian dunia”
(fishbone to world peace). Ishikawa Diagram meliputi dimensi
4M vyaitu “method, material, machine, and manpower” (Gambar
2.2). Metode tersebut telah diterapkan antara lain dalam menilai
model baru kualitas konstruksi mesin dan dikembangkan menjadi
5M dan 6M (Liliana, L., 2016); model baru untuk meningkatkan
kualitas sumber daya pendidikan tinggi (Luca, L., et al., 2017);
dapat diaplikasikan untuk menganalisis dan mengelompokkan
beberapa masalah sehingga menghasilkan pemecahan masalah yang
berkualitas (Ilie, G.; & Ciocoiu, C. N., 2010); digunakan untuk
mengevaluasi operasi pasokan logistik dengan mempertimbangkan
kondisi objektif lingkungan perusahaan (Enarsson, L., 1998 ), dan
4M diterapkan dalam Design for Assembly (DfA) untuk mendukung
pengurangan biaya produksi dalam desain produk, stasiun kerja
ergonomis, dan perakitan motor spindel elektrik.

Dalam penelitian ini, kami mengadopsi tipe 4M yang terdiri
atas “material, method, machine, dan man” (Favi, C.; Germani, M.;
& Marconi, M., 2017). Dimensi 4M kemudian kita gunakan sebagai
dimensi untuk pemetaan masalah utama, dan masing-masing dimensi
tersebut kita uraikan menjadi beberapa indikator sehingga keempat

dimensi tersebut menghasilkan fishbone-1ID.
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Gambar 2.2
Ishikawa Diagram
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Sumber: Hristoski, I., et al. (2017).

Sedangkan Socio-technical Method (StM) diadaptasi dari
beberapa ahli, antara lain bahwa teori sosioteknis telah diterapkan
dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu kajian intervensi politik berdasarkan
perspektif interaksi sosial (Garrety, K.; & Badham, R., 2000),
diterapkan dalam sosio-teknis dalam sistem desain dan rekayasa
dengan model baru science, technology, society, and environment
(STSE) untuk penelitian interdisipliner (Baxter, G.; & Sommerville,
I., 2011), sosioteknik berdasarkan pendekatan Social Network
Analysis (SNA) diterapkan dalam menganalisis produksi kilang
bio di Foggia, Apulia, Italia (Lopolito, A.; Morone, P.; & Sisto, R.,
2011). Dalam penelitian ini, kami menggunakan kerangka kerja
sistem sosio-teknis dengan pengembangan dekomposisi (Davis,
M.C,, et al, 2014) dan (Goschin, Z., 2014). Metode ini terdiri dari 6
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dimensi heksagonal yang meliputi “infrastructure, people, processes,

goal, technology, dan culture” (Gambar 2.3). Dalam penelitian ini,

kami mengadaptasinya sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi

permasalahan ketimpangan regional di Jawa Barat Bagian Selatan.

Kedua metode tersebut, yaitu ID dan STM, kami bandingkan

secara horizontal untuk menghasilkan Tabulasi Interdisipliner.

Tujuannya untuk memperoleh pemetaan permasalahan pokok dan

alat analisis untuk mengidentifikasi permasalahan ketimpangan

regional di Jawa Barat Bagian Selatan.

Gambar 2.3
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Sumber: diadaptasi dari Mubaroq, S. R., et al. (2019).

2.5 Hasil dan Pembahasan
2.5.1 Pengembangan Interdisipliner ID-StM: Suatu

Model dalam Menganalisis Disparitas Regional di

Daerah Tertinggal di Kawasan Jawa Barat Bagian

Selatan
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A.

22

Faktor Indeks Pertumbuhan Pembangunan

Bertitiktolak dari teori ID dan StM serta data dari studi-
studi yang telah dilakukan sebelumnya, dapat kita lihat beberapa
faktor penyebab disparitas atau ketimpangan wilayah di Jawa
Barat dengan asumsi sebagai berikut:

Pertama, faktor “method‘. Kebijakan aglomerasi telah
menyebabkan banyak ketimpangan dalam pelayanan
(Abrham, J., 2011); pertumbuhan ekonomi tidak merata, hanya
terkonsentrasi di perkotaan (Higgins, B., 2019). Terdapat
delapan kabupaten/ kota di Jawa Barat yang teraglomerasi secara
industri, yaitu Kab. Bogor, Kab. Bandung, Kab. Sukabumi,
Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi, Kota Bandung,
dan Kota Cimahi. Variabel aglomerasi industri, infrastruktur,
human capital, capital, dan tenaga kerja berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat (Provinsi
Jawa Barat, 2014) dan (Provinsi Jawa Barat, 2010).

Perbaikan kualitas manusia dan infrastruktur harus lebih
ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih meningkat
di Provinsi Jawa Barat (Maqin, A., 2014). Model pengembangan
kawasan ekonomi agropolitan-pedesaan yang ramah lingkungan
akan cenderung lebih baik dibandingkan dengan pembangunan
metropolitan-perkotaan dengan sistem aglomerasi industri
yang dalam beberapa hal dapat menyebabkan kerusakan
ekosistem. Misalnya akumulasi pembuangan limbah kimia di
kawasan industri, baik yang terbawa aliran sungai dari hulu
sungai maupun buangan dari areal persawahan dan budidaya
serta penurunan nilai guna lahan di kawasan pesisir Karawang
Utara (Suriadarma, A., 2011); kawasan industri di Jawa Barat
dan Bekasi (Jababeka) memiliki permasalahan air limbah yang

merusak lingkungan setempat sehingga arah model kebijakan



adalah memprioritaskan peningkatan kualitas air limbah industri
(Wikaningrum, T. & Hakiki, R., 2019).

Tujuh kawasan industri di Kabupaten Bekasi dalam
beberapa hal berdampak pada kerusakan lingkungan sehingga
perlu dilakukan pemusatan industri di suatu tempat yang disebut
kawasan industri, dimaksudkan untuk menekan penyebaran
dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh industri. Kebijakan
pemerintah perlu diarahkan pada kawasan industri atau EIP
yang berwawasan lingkungan (Ismail, Y., 2016).

Secara garis besar, konsep pembangunan berkelanjutan
di Jawa Barat mencakup empat dimensi, yaitu ekologi, sosial-
ekonomi-budaya, sosial-politik, dan kelembagaan hukum
(Rizal, A., 2018). Ditinjau dari faktor aglomerasi industri
dan pertumbuhan ekonomi pasca Orde Baru, ketimpangan
antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan
angka yang serius. Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur,
Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten
Ciamis —termasuk Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten
Pangandaran, sebagai pemekaran dari Kabupaten Pangan-
daran— yang terletak di Jawa Barat Bagian Selatan, berada
pada Kuadran III, yaitu daerah tertinggal (Saputra, D., 2016).
Disparitas tersebut terjadi karena pembangunan hanya terpusat
di beberapa daerah saja, terutama di Jawa Barat Bagian Utara
dan Tengah, sedangkan Jawa Barat Bagian Selatan kurang
mendapat perhatian dari pemerintah (Ernawati, D. P., 2021).
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan regional
di Provinsi Jawa Barat, yaitu perbedaan kualitas sumber daya
manusia, perbedaan tingkat pengangguran, perbedaan tingkat
kesehatan masyarakat, perbedaan fasilitas pendidikan dan

kesehatan, perbedaan kualitas infrastruktur, perbedaan jumlah
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investasi, dan perbedaan PAD (Aprianoor, P. & Muktiali, M.,
2015).

Angka kemiskinan daerah yang berbentuk wilayah
administratif perkotaan umumnya lebih rendah dibandingkan
dengan daerah yang berbentuk kecamatan. Perbedaan tingkat
kemiskinan antara kedua bentuk wilayah tersebut lebih besar
jika dilihat dari faktor non-moneter, seperti di kabupaten di Jawa
Barat Bagian Selatan (Kurnia, A.; Syafitri, U. D.; & Ruspayandi,
T., 2006). Dana bantuan pembangunan dalam mengurangi
ketimpangan pendapatan di Jawa Barat tidak efektif; tidak
berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Variabel
yang berpotensi memperkecil ketimpangan pendapatan antara
lain pendidikan, kesehatan, dan sektor industri (Bakar, A. &
Rahmawan, R., 2021).

Meskipun anggaran kesehatan yang bersumber dari APBD
Jawa Barat setiap tahun diberikan kepada daerah kabupaten/
kota, namun masih belum optimal untuk memenuhi kebutuhan
dasar kesehatan bagi masyarakat, karena hanya 50% yang
digunakan untuk pengadaan fasilitas dan jasa kesehatan,
sedangkan sisanya digunakan antara lain untuk penyediaan
fasilitas dan pelayanan kesehatan (Putri, A., 2015).

Kedua, faktor ,material*. Jawa Barat Bagian Selatan
memiliki beberapa sumber daya alam, antara lain kelautan,
potensi agribisnis, kelautan, perikanan, perkebunan, pertanian,
peternakan, dan pariwisata. Jawa Barat Selatan sangat kaya akan
potensi agribisnis (Maskun, T. Et al, 2021); potensi pertanian
(Novitasari, R.; Sulistyowati, L.; & Karmana, M.H., 2019);
aneka perikanan laut seperti lobster (malacostraca, palinuridae)
(Pratiwi, R., 2018); potensi rajungan bernilai tinggi dan

ekonomis, namun belum dikelola dengan baik (Ernawati, T.R.L.;



Sumiono, B.; & Madduppa, H., 2017); potensi wisata gunung,
rimba/hutan, laut, pantai, dan sungai (Gurilaps) dan wisata alam
lainnya seperti wisata arung jeram dan air terjun, wisata minat
khusus seperti panjat tebing, wisata selam, wisata motocross,
dan lain-lain, potensi wisata yang sangat eksotis yang tersebar
sepanjang pantai Samudera Hindia (Undang, G.; Tanjung,
A.M.; & Maskun, T., 2021); akses informasi dan promosi masih
sulit (Cahyani, R.Y.D. Et al., 2021); destinasi wisata Geopark
Ciletuh yang telah resmi ditetapkan oleh UNESCO sebagai
kawasan Geopark, belum memiliki destination branding
(Novitasari, R.; Sulistyowati, L.; & Karmana, M. H., 2019);
daya tarik wisata eksotik Pangandaran mengalami penurunan
kunjungan wisatawan dalam 25 tahun terakhir; sehingga kondisi
tersebut memerlukan pengaturan perencanaan strategis dan
pengembangan objek wisata yang terletak di pesisir Samudera
Hindia (Hidayat, M., 2011).

Pengelolaan kekayaan alam, khususnya hutan dan tegakan
tumbuh pohon, diarahkan pada upaya mempertahankan fungsi
dan kelestarian ekosistem, menjaga keragaman dan ketahanan
ekosistem, serta melindungi spesies yang berharga bagi
umat manusia (Coates, K. D. & Burton, P. J., 1997). Dengan
demikian, model pendekatan pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya alam di Jawa Barat Bagian Selatan yang sangat
kaya akan keanekaragaman hayati memerlukan komitmen
untuk melestarikan ekosistem yang memiliki nilai kemanusiaan.
Pemanfaatan berbagai potensi seperti di bidang kelautan,
agribisnis, kelautan, perikanan, perkebunan, pertanian,
peternakan, pariwisata dan sejenisnya perlu berorientasi pada

ekonomi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.
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Ketiga, faktor “machine”. Infrastruktur dan teknologi tepat
guna (TTG) di Jawa Barat Bagian Selatan masih sangat terbatas.
Pelayanan infrastruktur di Jawa Barat semakin buruk (tidak
memadai), sedangkan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan
semakin baik. Dari 22 kabupaten yang dianalisis, akibat
ketertinggalan infrastruktur, 13 di antaranya memiliki tingkat
pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata Jawa Barat. Dari 13
daerah tersebut, 4 diantaranya berada di Jawa Barat Bagian
Selatan, kecuali Kabupaten Garut (Maqin, A., 2014). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa (1) Kondisi infrastruktur jalan,
pendidikan, dan kesehatan semakin memprihatinkan, namun
infrastruktur ketenagalistrikan di Jawa Barat lebih baik dari
sebelumnya; (2) Infrastruktur ketenagalistrikan, tenaga kerja
dan belanja pembangunan berdampak positif dan signifikan
terhadap pertumbuhan perekonomian. Artinya, jika ketiga variabel
sebelumnya meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga akan
meningkat dan sebaliknya. Infrastruktur jalan dan pendidikan
berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi. Di sisi lain, infrastruktur kesehatan berkorelasi negatif
dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
(Bakar, A. & Rahmawan, R., 2021). Padahal, pembangunan
infrastruktur dalam konteks kebijakan pembangunan internasional
adalah suatu keharusan dalam mengembangkan suatu kawasan,
dilaksanakan secara tepat, dan strategi tata ruang penting diterapkan
untuk mengintegrasikan kawasan dengan jaringan produksi dan
perdagangan global. Proyek infrastruktur berskala besar dapat
menghubungkan kendala sumber daya dan sistem perkotaan
sub-nasional karena mereka dapat membentuk hubungan dengan
sumber daya, integrasi logistik, dan produksi industri (Schindler,
S. & Kanai, .M., 2021).



Keempat, faktor “man”. Sejak tahun 1990, Program
Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) telah
menetapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi
pengukuran harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar
hidup (Sagar, A.D. & Najam, A., 1998). IPM - seperti indikator
tingkat kemiskinan, kontribusi Produk Domestik Regional
Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK), dan Laju
Pertumbuhan Ekonomi (LPE) - di wilayah Jawa Barat Bagian
Selatan dibandingkan dengan kondisi eksisting di Provinsi Jawa
Barat dan kawasan “Rebana” masih sangat jomplang. Rata-rata
IPM tahun 2020 (57,51) jauh lebih rendah dibandingkan “Rebana”
(69,78), apalagi Jawa Barat (72,09). Namun, angka kemiskinan
(9,06%) berada di bawah rata-rata “Rebana” (11,04%) dan rata-
rata Jawa Barat (7,88%). Sedangkan kontribusi PDRB ADKH
(2020) hanya 11,59% di bawah Rebana (13,56%). Sedangkan
LPE wilayah Jawa Barat Bagian Selatan hanya 4,7 di bawah
Rebana (5,6) dan Jawa Barat (5,07).

Model Pembangunan Kewilayahan

Dalam pembangunan daerah setidaknya ada dua model
pembangunan yang dijadikan acuan dalam menetapkan
kebijakan pemerintah, yaitu Model Kutub Pertumbuhan Brazil
dan Model Pembangunan India Selatan.

Kebijakan pembangunan daerah di Brazil yang meng-
gunakan konsep “kutub pertumbuhan” telah menunjukkan
kegagalan. Aglomerasi ekonomi, pusat-pusat eksplorasi tam-
bang, perkebunan, tumbuhnya investasi swasta di Brasil
Utara berdampak pada semakin tertinggalnya pembangunan di
Brasil Selatan. Sedangkan model pembangunan India Selatan

menunjukkan keberhasilan. Besarnya bantuan pemerintah pusat
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ke daerah, peningkatan investasi pemerintah daripada peran
swasta, peningkatan alokasi anggaran ke daerah tertinggal, dan
nasionalisasi perbankan mendorong pertumbuhan dan peningkatan
pendapatan penduduk India Selatan (Riyadi, D. M. M., 2000).
Kekuasaan, ideologi politik, stabilitas sosial, dan stabilitas politik
menentukan kebijakan publik dalam pembangunan India Selatan
(Vaddiraju, A. K., 2014). Jika stabilitas sosial dan politik dapat
menentukan perkembangan India Selatan, lain halnya dengan
Brazil, justru tingkat pembunuhan di Brazil meningkat di 30
kota bahkan menjadi pusat pembunuhan baru dengan tingkat
pembunuhan yang tinggi (Chainey, S.P. & Gomes de Almeida,
FE., 2021), dan ketidakstabilan sosial ini dapat menghambat
pembangunan di Brasil.

Dalam mengatasi disparitas wilayah di Jawa Barat Bagian
Selatan, kami berasumsi bahwa model pembangunan India
Selatan relatif lebih adaptif dalam pembangunan wilayah yang
kami kaji, karena beberapa alasan, antara lain India Selatan
memiliki karakteristik kewilayahan yang mirip dengan Jawa
Barat Bagian Selatan. Secara geografis sama-sama berada
di pesisir Samudera Hindia, sama-sama memiliki potensi
agrobisnis dan wisata pesisir. Kebijakan pemerintah pun dalam
pengembangan Jawa Barat Bagian Selatan seharusnya lebih
mengutamakan investasi pemerintah daripada sektor swasta,
dan mendapat prioritas bantuan dari pemerintah pusat untuk
daerah tertinggal.

Model pembangunan Jawa Barat Bagian Selatan perlu
disesuaikan dengan karakteristik alam daerah yang diadaptasi
dari India Selatan sehingga pengembangan kawasan tersebut
diarahkan pada “kawasan agropolitan” dengan strategi

pengembangan sebagai kawasan yang ramah lingkungan,



dijadikan kawasan “ekonomi hijau” (green economy), “‘ekonomi
biru” (blue economy), “tidak berpolusi” (non-polutan) serta
bertumpu pada model tipologi pembangunan masyarakat dan
alam pegunungan, hutan rimba, perkebunan, dan pesawahan
yang bervariasi dengan bentangan pantai Samudera Hindia yang
masih perawan dan alami. Model pendekatan berbasis kearifan
lokal (local wisdom) sangat memungkinkan untuk dikembangkan
di kawasan ini, karena mereka telah hidup secara alami dan
mempertahankan budaya leluhurnya, seperti pada masyarakat
adat Sirnaresmi (Mawaddahni, S., 2017), masyarakat adat
Ciptagelar (Wahyuningsih, U.; Anwar, F.; & Kutiyah, L., 2020),
dan masyarakat adat Banten Kidul (Kustianingrum, D.; Sonjaya,
0.; & Ginanjar, Y., 2013) dan (Mutaqin, Z. & Iryana, W., 2018)
di Sukabumi Selatan, dan masyarakat adat Kampung Dukuh
(Kustianingrum, D.; Sonjaya, O.; & Ginanjar, Y., 2013) dan
(Hidayat, S.; Hikmat, A.; & Zuhud, E.A.M.,2010) di Garut Selatan.
Masyarakat adat secara alami telah tumbuh sebelum penjajahan
dan penerapan sistem pembangunan modern di Indonesia. Jawa
Barat Bagian Selatan sangat cocok dikembangkan dengan model
pengembangan kawasan “agropolitan”. Kesadaran masyarakat
terhadap pengelolaan lahan hutan-pertanian dan agroforestri
serta menjaga keutuhan ekosistem masyarakat pedesaan di Jawa
Barat sangat positif selama kebutuhan ekonomi mereka terpenuhi
(Muhamad, D., 2014).

Model pembangunan tersebut sesuai dengan arah kebijakan
pemerintah dalam pembangunan enam kabupaten di Jawa
Barat Bagian Selatan, antara lain: (1) Kabupaten Pangandaran
diarahkan pada pengembangan pariwisata dan perikanan; (2)
Kabupaten Ciamis diarahkan pada pengembangan agribisnis;

(3) Kabupaten Tasikmalaya diarahkan untuk pengembangan
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perikanan; (4) Kabupaten Garut diarahkan pada pengembangan
agribisnis dan perikanan, (5) Kabupaten Cianjur diarahkan pada
pengembangan agribisnis dan perikanan; dan (6) Kabupaten
Sukabumi diarahkan untuk pengembangan perikanan dan
pariwisata (Kemenko Bidang Kemaritiman & Investasi, 2021).
Jawa Barat Bagian Selatan diarahkan pada potensinya, dengan
sasaran pengembangan kegiatan agribisnis, agroindustri,
industri kelautan, pariwisata terpadu berbasis potensi lokal,
pengembangan infrastruktur pendukung agribisnis, agroindustri,
industri kelautan dan pariwisata terpadu serta kegiatan ekonomi
berbasis kelestarian lingkungan (Provinsi Jawa Barat, 2010).
Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, Jawa Barat Bagian
Selatan dibagi menjadi 3 zona Pusat Pertumbuhan (PP), antara
lain (1) PP Palabuhanratu; (2) PP Pangandaran; dan (3) PP
Rancabuaya (Provinsi Jawa Barat, 2014).

Pengembangan suatu wilayah membutuhkan inovasi,
seperti model kolaborasi “triple-helix” yang terdiri dari
pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi. Di tingkat daerah,
lembaga swadaya masyarakat setempat juga dapat dilibatkan.
Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah tidak hanya
mengandalkan birokrat pusat atau daerah (fop down), tetapi
juga melibatkan dan bekerjasama dengan pemerintah daerah
dan partisipasi masyarakat setempat (bottom up). Dengan
model “triple-helix”, inovasi pembangunan daerah dapat
berkembang dan inovasi menjadi berkelanjutan tanpa henti
(Etzkowitz, H. & Klofsten, M., 2005). Dari segi sosial ekonomi,
pembangunan suatu daerah pada dasarnya dapat dikembangkan
secara dinamis dan fleksibel dengan tetap mempertahankan
keunikan keunggulan komparatif alaminya (Veselovsky, M.
Y., 2015). Model pembangunan berkelanjutan membutuhkan



penerapan analisis sosio-ekonomi kognitif, untuk memprediksi
faktor target, memodelkan situasi, mengembangkan skenario,
dan menerapkan strategi (Nikolaevna, Z.E. & Vladimirovna,
P.V. (2015).

2.5.2 ID-StM Interdisciplinary Framework

Merancang kerangka kerja (framework) yang dapat
mengatasi kesenjangan antar wilayah sangat diperlukan (Chainey, S.
P. & Gomes de Almeida, F. E. (2021). Berawal dari data berdasarkan
studi literatur, teori ID, dan StM, usulan Kerangka Kerja ID-StM
dirumuskan dalam upaya melakukan pemetaan permasalahan dan
potensi di Jawa Barat Bagian Selatan dengan tahapan sebagai berikut:

Pertama, melakukan pemetaan permasalahan disparitas atau
ketimpangan wilayah dengan model pendekatan deduktif, yaitu
pengalaman ketimpangan regional yang dialami oleh negara maju
dengan sumber data dari referensi jurnal internasional bereputasi. Hal
ini diperlukan untuk mendapatkan gambaran umum bahwa masalah
ketimpangan tidak hanya dialami oleh negara berkembang seperti
Indonesia, tetapi juga negara maju. Untuk mendapatkan gambaran
tentang ketimpangan regional yang dialami Indonesia, kami juga
memaparkan ketimpangan regional tersebut dengan referensi dari
jurnal nasional dan lokal.

Kedua, dimulai dari model pendekatan ID dan 4M sebagai
indikator, kita dapat memahami bahwa “method” sangat diperlukan
dalam merancang dan melaksanakan kegiatan peningkatan layanan
sehingga dapat efisien dan efektif dalam menyelesaikan masalah
kualitas layanan masyarakat (Reddy, A. A. & Bantilan, M. C. S. ,
2013); (Kumar, K.R., et al., 2020); (Chen, A., 2010); (Silva, S.A.D.,
2017); (Higgins, B., 2019); (Berlianantiya, M., 2017). Dengan

demikian, metode yang kami rancang dalam fishbone-ID yang
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kami susun mengacu pada model pendekatan kebijakan pemerintah
(Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2021); (Coates, K.
D. & Burton, P. J., 1997) dan (Schindler, S. & Kanai, J. M., 2021)
bahwa pembangunan Jawa Barat Bagian Selatan diarahkan pada
model pembangunan daerah yang ramah lingkungan, tidak berpolusi,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru di bidang agribisnis, agroindustri,
industri kelautan, dan ekowisata sehingga Jawa Barat Bagian Selatan
menjadi kawasan “agropolitan”, bukan “metropolitan” dengan
model aglomerasi-perkotaan yang merusak lingkungan seperti yang
dikembangkan di dua kawasan lainnya, yakni Jawa Barat Tengah
dan Jawa Barat Bagian Utara. Sedangkan “material” adalah potensi
dan kekayaan alam kawasan Jawa Barat Bagian Selatan yang hingga
saat ini baru sebatas “potensi” dan belum diberdayakan secara
optimal dalam mendorong ketertinggalan kawasan ini. Beberapa
potensi di dalamnya antara lain perikanan laut, ekologi, pariwisata,
mineral, bahan farmasi, mineral laut dan sejenisnya. Selain itu, Jawa
Barat Bagian Selatan juga sangat potensial di bidang pertanian,
perkebunan , peternakan, dan perikanan darat. Sedangkan “machine”
atau teknologi terapan sebagai alat pengolah alat produksi di bidang
pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dan sejenisnya
masih sangat terbatas untuk dikembangkan di daerah. Selain itu —
sebagaimana referensi yang kami peroleh— disparitas wilayah di
bidang infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, dan
sarana produksi ekonomi sangat mencolok, sehingga perlu kami
paparkan dalam fishbone-ID yang akan kami rumuskan. Sedangkan
“manpower” merupakan masalah tersendiri yang menyebabkan
Jawa Barat Bagian Selatan tertinggal, baik tenaga terampil dalam
mengolah potensi alam sekitar maupun kompetensi di bidang

pendidikan, kesehatan, pelayanan ekonomi, pelayanan pemerintahan
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desa, dan sebagainya. Masih minimnya lembaga pendidikan, khusus-
nya pendidikan tinggi, menjadi masalah nyata di daerah.

Selain ID, kami juga mengadaptasi kerangka ini dari StM,
yang telah diterapkan dalam ilmu-ilmu sosial antara lain oleh Raharti,
R.; Laras, T.; dan Oktavianti, O. (2021); Sayifullah, S. (2021); dan
Marantika, D.; Hadi P, T.; & Viphindrartin, S. (2018). Berdasarkan
hasil analisis kami, indikator kedua metode tersebut banyak beririsan,
seperti “processes” di StM bertepatan dengan “method” dalam ID;
“culture/environment” dalam StM bersesuaian dengan “material”
dalam ID; Indikator “technology and infrastructure” dalam StM
relevan dengan “machine” dalam ID; dan “people’ di StM bertepatan
dengan “man power” dalam ID. Sedangkan “goa/” dalam StM tidak
tercantum dalam ID, namun ID juga memiliki “effect” akibat dari
masalah 4M sehingga perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan (goa/)
sesuai rencana, dan itu relevan dengan apa yang dimaksud dengan
“goal” dalam StM.

Ketiga, kami mengidentifikasi permasalahan dan keunggulan
komparatif Jawa Barat Bagian Selatan sebagai pembeda dengan
daerah lain di Jawa Barat. Hal tersebut berdasarkan faktor-faktor dan
indikator yang telah ditetapkan sebelumnya pada “langkah kedua” di
atas. Identifikasi faktor-faktor dan indikator berdasarkan pendekatan
ID dan StM kami “sandingkan” sebagaimana tercantum dalam

“tabulasi interdisipliner” pada Tabel berikut.
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Tabel 2.1

Tabulasi Interdisipliner Diagram Ishikawa (ID) dan Socio-technical
Method (StM) dalam Mengidentifikasi Permasalahan dan Alternatif
Solusi Mengatasi Disparitas Wilayah di Jawa Barat Bagian Selatan

Ishikawa Diagram Regional Gap Socio-technical Method
Solutions
Indicator LT (Factors & Log] Indicator
(sebagai asumsi dasar) Indicators) (sebagai harapan)
Method Metode pembangunan Model Terwujudnya kawasan Processes
Jawa Barat Bagian Pendekatan agropolitan yang ramah
Selatan masih bersifat Pembangunan lingkungan;
“top-down policy”, (development . . .
tidak melibatkan parti- approach Peningkatan investasi
sipasi masyarakat models): pemerintah (APBN
(bottom-up), kebijak- agropolitan, _ dan APBD,) daripada
an pemerintah di non-polutan, investasi swasta karena
bidang lingkungan ckonomi hijau, dapat mengancam
hidup masih bersifat ekonomi biru kerusakan lingkungan
konseptual, sehingga hidup;
berdampak pada Pembekuan eksplorasi
ancaman peningkatan dan eksploitasi yang
kerusakan lingkungan merusak bentang alam
dan ketimpangan pem- pesisir (pasir besi, biota
bangunan masyarakat laut, dan sejenisnya)
dan kewilayahan. di pesisir Jawa Barat
Bagian Selatan.
Material Potensi sumber Peningkatan Pengelolaan sumber Culture/
daya alam di bidang IPM (ekonomi, daya alam dan Environment
kelautan, pertanian, kesehatan, sumber daya buatan

perkebunan, perikanan,
peternakan, dan
pariwisata belum
terkelola secara
optimal, mengakibatkan
perekonomian
masyarakat setempat
mengalami kesenjangan
dibandingkan dengan
perkotaan yang
teraglomerasi industri.
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pendidikan, dll.)
di atas rata-rata
Provinsi Jawa
Barat.

pendukung produksi
potensi kelautan,
pertanian, perkebunan,
perikanan, peternakan
dan pariwisata dapat
dikembangkan agar IPM
(ekonomi, kesehatan,
pendidikan, dll.) dapat
meningkat di atas
rata-rata Provinsi Jawa
Barat.



Ishikawa Diagram Regional Gap

Socio-technical Method

Solutions
Indicator Cause & Efect (Factors & Goal Indicator
(sebagai asumsi dasar) Indicators) (sebagai harapan)

Machine  Infrastruktur Peningkatan Pembangunan Technology
(darat, laut, udara); indeks infrastruktur transportasi &
infrastruktur kesehatan,  infrastruktur dan (darat, laut, udara); Infrastructure
pendidikan dan indeks teknologi  infrastruktur kesehatan,
ekonomi, infrastruktur tepat guna di pendidikan dan
pendukung di bidang Jawa Barat ekonomi, infrastruktur
kelautan, pertanian, Bagian Selatan pendukung di bidang
perkebunan, perikanan, berada di atas kelautan, pertanian,
peternakan, dan rata-rata Jawa perkebunan, perikanan,
pariwisata, teknologi Barat. peternakan, dan
tepat guna di bidang pariwisata, teknologi
agrobisnis, agroindustri, tepat guna di bidang
industri kelautan, agrobisnis, agroindustri,
dan pariwisata serta industri kelautan,
infrastruktur sosial dan pariwisata serta
(fasilitas sosial dan infrastruktur sosial
fasilitas umum) (fasilitas sosial dan
masih sangat terbatas fasilitas umum)
sehingga berdampak dapat ditingkatkan
pada keterbelakangan untuk mengatasi
masyarakat setempat. rentang kendali

(span of control),
meningkatkan mobilitas
barang dan jasa,
meningkatkan produksi,
dan memajukan
kesejahteraan
masyarakat lokal.

Manpower [PM, kompetensi Peningkatan Meningkatnya IPM, People
masyarakat, dan IPM, angka kompetensi masyarakat,
kapasitas aparatur partisipasi kasar dan kapasitas aparatur,
masih sangat terbatas pendidikan (SD, pendidikan vokasi
sehingga berdampak SLTP, SLTA, dan  (pertanian, perkebunan,
pada kualitas dan PT), dan indeks peternakan, kelautan,
produktivitas sumber pengabdian dan pariwisata) dan
daya manusia di Jawa kepada kualitas lulusan
Barat Bagian Selatan. masyarakat di pendidikan umum serta

atas rata-rata  perguruan tinggi di Jawa
Jawa Barat. Barat Bagian Selatan.
Sumber: hasil pengolahan data penelitian (2022).
Keempat, langkah terahkir adalah perumusan —sebagai
usulan/novelti— Kerangka Interdisipliner Diagram Ishikawa

dan Sosio-technical Method —yang kami sebut sebagai ID-StM

Framework— sebagaimana tertuang pada Gambar 2.4 dan Gambar

2.5 berikut.
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Gambar 2.4
Faktor-faktor dan Indikator Pembangunan Masyarakat di Kawasan
Jawa Barat Bagian Selatan Berdasarkan Ishikawa Diagram Fisbone

hnology (TTG)
TTG agribusiness.

TTG agroindustry.

TTG marine industry.

TG home industry.

Public service

the formation of new autonomous regions.

Local culture
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plantations; livestock; fisheries, marine; tourism) * society participation
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Defense & security (HAMKAM) ® blue economic.
» Indian Ocean geostrategy; military diplomacy; political REGIONAL
diplomacy; maritime diplomacy, etc. INEQUALITY IN
P
e THE SOUTHERN
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+ transportation infrastructure (land, sea, 3 JAVA
+ agricultural support infrastructure; plantation; farm; fishery; marine; tourist
+ education and health infrastructure. Health
+ telecommunications infrastructure; electrical energy.
+ infrastructure of social facilties and public facities. Poverty

Sumber: rumusan konseptual hasil penelitian penulis (2022).

Gambar 2.5

Interdisciplinary ID-StM Framework

outcome
sustainable development

CAUSE (aM) EFFECT

Interdisciplin

ary
Framework

Architecture
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THESOUTHLN
PART O WEST.
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to Overcome
Regional

Aopeita Tnstgy (1)

Inequality in
Southern
West Java

feedback

policy & program evaluation

Sumber: rumusan konseptual hasil penelitian penulis (2022).
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Interdisciplinary ID-StM Framework yang kami rumuskan
diharapkan dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini.
Faktor-faktor utama dan indikator yang menyebabkan ketimpangan
pembangunan sosial di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan
berdasarkan pendekatan interdisipliner Ishikawa Diagram dan
Socio-technical Method ternyata “selaras dan berdampingan”
atau “berbanding lurus” sebagaimana tercermin dalam Tabel 2.1.
Sedangkan Interdisciplinary ID-StM Framework —sebagai temuan
konseptual penelitian ini— diharapkan dapat dijadikan salahsatu
alternatif model analisis ketimpangan pembangunan sosial dan
infrastruktur di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dan daerah

lainnya di Indonesia.

2.6 Kesimpulan

Artikel in1 mengadaptasi dua metode, yaitu Ishikawa Diagram
(ID) dan Socio-technical Method (StM) yang kami terapkan dalam
menganalisis permasalahan sosial dan disparitas atau ketimpangan
wilayah di Jawa Barat Bagian Selatan. Kedua pendekatan
interdisipliner ini menghasilkan kerangka kerja yang kami usulkan
dan diberi nama Ishikawa Diagram-Socio-technical Method
Framework (ID-StM Framework). ID-StM Framework diharapkan
dapat membantu penelitian selanjutnya karena memberikan
indikator masalah penelitian yang lebih detail dibandingkan dengan
hasil penelitian sebelumnya. Bagi pemegang kebijakan, ID-StM
Framework dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan
rencana pembangunan untuk meminimalkan ketimpangan wilayah
di Jawa Barat Bagian Selatan. Kajian ini dapat berimplikasi pada
prioritas program dan kegiatan dalam penanganan ketimpangan
regional oleh pemerintah pusat dan daerah, baik di Jawa Barat

maupun —dapat juga digunakan— di Indonesia.
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BAB III
PRACYF: MODEL ANALISIS DISPARITAS
PENDAPATAN ANTAR-DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN
DESENTRALISASI DAN OTONOMI
DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA

3.1 Latar Belakang

Setelah pemerintahan sentralisasi era Orde Baru jatuh,
Indonesia memasuki babak baru dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, pada era reformasi
disempurnakan dengan Undang-Undang yang menitikberatkan
pada desentralisasi-otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diubah
lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Undang-undang yang terakhir tersebut antara lain mengatur
tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Salah satu urusan
yang didesentralisasikan adalah pengelolaan pajak daerah sebagai
sumber pendapatan utama untuk mendorong kemandirian daerah.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber
pendapatan daerah tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah. Selain
PAD, pendapatan daerah lainnya adalah penerimaan transfer (dari

pemerintah pusat/ APBN-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
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dan pendapatan daerah lain yang sah (UU Nomor 23 Tahun 2014,
Pasal 285). Otonomi daerah ditentukan oleh “kapasitas fiskal daerah”
yang didefinisikan sebagai kemampuan daerah untuk meningkatkan
pendapatan dengan mengurangi penerimaan pembayaran transfer
otomatis dari pemerintah pusat (Melamed, 2019). Dengan demikian,
kebenaran desentralisasi dan otonomi daerah adalah kemandirian
daerah, kemandirian fiskal daerah, berkurangnya pendapatan
transfer, berkurangnya dana perimbangan, dan berkurangnya
ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat secara
signifikan. Sedangkan di sisi lain - sebagai contoh pelaksanaan
pemungutan pajak di Jawa Barat - masih terdapat kendala. Penerapan
teknologi hardware dan software e-Samsat melalui SAMBARA
(Samsat Mobile Jawa Barat) di Badan Pendapatan Daerah Jawa
Barat untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor belum mampu
mengakomodasi inovasi pelayanan publik (Priastuti et al., 2022).
Sudah idealkah penerapan desentralisasi dan otonomi daerah di
Indonesia? Kami pikir fenomena itu diametral; kebijakan pemerintah
- sebagai “harapan” - masih belum relevan dengan “kenyataan”.
Sebagai studi banding, fenomena hambatan implementasi
kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tidak hanya dialami
oleh Indonesia. Hasil studi di beberapa negara Eropa menunjukkan
bahwa tindakan pemerintah pusat yang mempengaruhi tingkat
otonomi daerah melalui pembayaran transfer otomatis didefinisikan
sebagai tindakan yang mempengaruhi kemandirian fiskal daerah
(Melamed, 2019). Dewan otonom, yang diharapkan dapat mengatasi
konflik etnis dan mengarah pada partisipasi publik di India
telah menghambat proses demokrasi regional, kurang memiliki
keterbukaan politik terhadap oposisi, dan cenderung ke arah
pemerintahan otoriter (Wenner, 2015). Hasil studi penentuan nasib

sendiri (otonomi daerah) tahun 1960-2003 dan serangkaian studi

40



kasus di Prancis dan India mengakibatkan banyak konflik dan hal ini
sangat umum terjadi di beberapa negara yang menerapkan otonomi
daerah, termasuk Corsica. Sejak tahun 1970 Corsica mengalami
kendala internal dalam menyerahkan otonomi di tingkat nasional
(Cunningham, 2007). Hal yang sama juga terjadi di Sudan Selatan
yang meminta diadakannya referendum kemerdekaan sebagai respon
atas kegagalan otonomi daerah di negara tersebut (Collin, 2020).

Dalam pembangunan daerah, globalisasi dan desentralisasi
memainkan peran inferior. Pembangunan ekonomi dipengaruhi
oleh lingkungan geografis dan karakteristik etnis, pembangunan
wilayah juga ditentukan oleh perencanaan wilayah, investasi,
dan industrialisasi, meskipun tidak ada hubungan linier antara
geografi, etnis, dan pembangunan lokal. Kami mengamati adanya
kecenderungan peningkatan disparitas (ketimpangan) di tingkat
wilayah, di mana distribusi ketimpangan wilayah berubah dari
puncak tunggal menjadi pola bimodal. Demikian temuan studi
tentang ketimpangan wilayah di daerah otonom di China Barat (Dai
et al., 2017).

Berbeda dengan fenomena di beberapa negara tersebut,
kendala pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia
yang cukup krusial adalah kemandirian kabupaten/kota dan provinsi,
terutama dari aspek kemampuan fiskal daerah untuk memenuhi
belanja daerahnya. Hasil kajian di beberapa daerah di Indonesia
menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah yang bersumber dari
pajak dan retribusi daerah sebagai sumber PAD masih sangat minim.
Beban tugas pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah masih belum seimbang dengan kapasitas
PAD sehingga ketergantungan pada dana transfer otomatis tidak
dapat dihindari, dan hal ini sangat mempengaruhi kemandirian fiskal

daerah. Hasil kajian di kabupaten/kota di Provinsi Jawa (Jawa Barat,
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Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali) menunjukkan bahwa kontribusi
PAD terhadap APBD masih sangat kecil dibandingkan dengan
komposisi penerimaan transfer dari pemerintah pusat. Dana Alokasi
Umum (DAU) bantuan pemerintah pusat rata-rata meningkat setiap
tahun (Apriana & Suryanto, 2010). Kontribusi retribusi daerah
terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masih
kecil. Kemampuan suatu daerah untuk mengeksplorasi PAD akan
mempengaruhi perkembangan daerah tersebut (Yasmin et al., 2021).
Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, ketergantungan
kepada pemerintah pusat semakin berkurang (Asteria, 2015).
Redistribusi melalui pajak di kabupaten/kota di Pulau Jawa tidak
efektif. Sistem pajak saat ini cenderung memperlebar ketimpangan
pendapatan. Hubungan antara distribusi pendapatan dengan pertum-
buhan ekonomi menunjukkan pengaruh yang lebih besar pada
daerah yang berpendapatan tinggi, sedangkan pada daerah yang
berpendapatan rendah pengaruhnya sangat kecil (Azhar Aziz et al.,
2016). Setelah dilaksanakannya otonomi daerah selama dua belas
tahun di Kota Bandung - dari periode 2004-2015 - kontribusi PAD
terhadap belanja daerah paling banyak 20% (Wati & Fajar, 2017).
Sementara itu, risiko bencana di Indonesia juga dapat membebani
perimbangan keuangan di tingkat kabupaten dan provinsi karena
adanya penurunan pendapatan daerah dan peningkatan belanja
bantuan sosial, belanja modal, belanja konsumen, dan belanja
kontingensi (Wiyanti & Halimatussadiah, 2021 ).

Hasil beberapa penelitian di Provinsi Sumatera Utara pada 19
kabupaten dan kota tahun 2006-2011 menunjukkan bahwa kapasitas
fiskal daerah berupa PAD berpengaruh positif secara signifikan
terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan
kemandirian keuangan daerah tidak dipengaruhi secara signifikan
oleh Dana Bagi Hasil (DBH) dan DAU, bahkan Dana Alokasi Khusus
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(DAK) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemandirian
keuangan daerah (Marizka, 2013). Kajian terhadap 15 kabupaten dan
7 kota di Provinsi Sumatera Utara menggambarkan bahwa sumber
fiskal daerah dari PAD berpengaruh positif terhadap Inpres Desa
Tertinggal (IDT). DAU dan DAK berdampak negatif terhadap IDT.
DAU berdampak negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia
(IPM). Kota Medan memperoleh indeks tertinggi (1,205765),
sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Tebing Tinggi
(0,452854) (Sembiring, 2019). Kajian di Kabupaten Toba Samosir
menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja
daerah (Panggabean, 2009). Provinsi Sumatera Utara juga memiliki
infrastruktur jalan yang terbatas, padahal ketersediaan infrastruktur
sangatberpengaruhdalammeningkatkanpendapatandaerah (Febriaty,
2018); kontribusi infrastruktur industri sangat besar terhadap
peningkatan PAD dan peningkatan kemandirian daerah (Anggraeni,
2016). Demikian pula sumber daya alam, sumber daya manusia, dan
IPTEK berpengaruh terhadap perkembangan pendapatan daerah
di Pulau Samosir dan Danau Toba (Arnita et al., 2019). Fenomena
ini menunjukkan ketidakmandirian daerah. Pemerintah daerah
—baik besar maupun kecil— perlu meningkatkan kapasitasnya.
Tidak hanya untuk memenuhi tanggung jawab dan kemandirian
mereka tetapi juga sebagai wujud nyata dari pelaksanaan reformasi
administrasi kewilayahan untuk memberikan kontribusi pada teori
dan praktek administrasi publik pemerintah daerah (Hayrapetyan
& Mnatsakanyan, 2022). Implementasi kebijakan dapat dipahami
dari aspek implementasi, organisasi pelaksana (pemerintah), sumber
daya, dan interpretasi atau komunikasi sesuai dengan arah, tujuan,
dan sasaran suatu kebijakan (Setiawan et al., 2022).

Dalam penerapan desentralisasi dan otonomi daerah di

Indonesia, sistem kebijakan publik —sebagaimana dikemukakan
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(Dunn, 2018)— telah memenuhi kriteria ideal. Namun dari aspek
analisis kebijakan belum sesuai dengan harapan. Hubungan timbal
balik antara tiga unsur utama, yaitu kebijakan publik, pelaku
kebijakan, dan lingkungan kebijakan masih belum menjadi suatu mata
rantai yang utuh. Pola keterlibatan pemangku kepentingan kebijakan
dalam lingkungan kebijakan masih belum dialektis. Dimensi obyektif
dan subyektif pembuat kebijakan tidak sepenuhnya sistemik dalam
praktiknya. Demikian pula dalam analisis kebijakan berorientasi
masalah, penting untuk memenuhi lima prosedur analisis kebijakan,
yaitu isu kebijakan, tindakan kebijakan, kinerja kebijakan, hasil
kebijakan, dan masa depan kebijakan. Analisis kebijakan ini tidak
terkecuali dalam implementasi desentralisasi dan otonomi daerah
khususnya kemandirian daerah agar tidak memiliki ketergantungan
terus menerus terhadap dana transfer kepada pemerintah pusat.
Namun dalam peraturan pelaksanaan otonomi daerah,
pemerintah pusat memberikan peluang transfer pendapatan
kepada daerah yang tidak memiliki kemampuan keuangan yang
memadai untuk membiayai urusan pemerintahan, khususnya
urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN) dapat memberikan
DAK untuk membantu daerah dengan prioritas capaian program
nasional. Sedangkan DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan
keuangan antar-daerah, DBH bertujuan untuk mengurangi
kesenjangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan
daerah. Meskipun hibah transfer memiliki tujuan positif dan diatur
secara formal dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021; peluang
ini —oleh Melamed (2019)— dipandangnya sebagai tindakan yang
mempengaruhi kemandirian fiskal daerah. Kebijakan pembangunan

daerah —sebagai bagian dari pembangunan nasional —harus
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melihat potensi sektor ekonomi karena sektor ini akan menentukan
kemandirian suatu daerah (Rizal, 2018). Kebijakan dan inovasi
pembangunan daerah —seperti pariwisata— dapat dilakukan oleh
pemerintah daerah melalui kerjasama pentahelix melalui kerjasama
aktif antara unsur pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi,
dan media (Wahidah & Suherman, 2022).

Beberapa hasil penelitian sebelumnya di Sumatera Utara
lebih banyak berfokus pada pemetaan kapasitas fiskal daerah dalam
rangka implementasi desentralisasi dan otonomi daerah, sedangkan
fokus penelitian kami ini lebih menekankan pada reformulasi
desentralisasi dalam rangka implementasi otonomi daerah di
Provinsi Sumatera Utara. Dalam proses kebijakan publik yang
meliputi tahapan formulasi, implementasi, dan evaluasi (Skok,
1995), (Wahidah & Suherman, 2022) dari aspek teoritis, artikel ini
bertujuan untuk mengembangkan literatur reformulasi kebijakan
yang dijabarkan dari beberapa teori yang digunakan. Sedangkan dari
segi praktis bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan desentralisasi
dan otonomi daerah serta ketimpangan pendapatan daerah di 33
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara sehingga diharapkan
dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat
dan daerah dalam merumuskan kembali kebijakan desentralisasi dan
otonomi daerah. Berdasarkan aspek teoretis dan praktis, kajian ini
diharapkan menghasilkan paradigma baru (new paradigm) berupa
“kerangka aksi-siklus” (Action-Cycle Framework) untuk lebih
menyempurnakan dan perumusan kembali kebijakan desentralisasi

dan otonomi daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

3.2 Rumusan Masalah

Dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah,

Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi beberapa masalah, antara
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lain kapasitas fiskal daerah berupa PAD dan tingkat kemandirian
keuangan daerah masih rendah, kemandirian keuangan daerah tidak
dipengaruhi secara signifikan oleh DBH, DAU, dan DAK, bahkan
berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah
(Marizka, 2013); meskipun sumber fiskal daerah dari PAD berpengaruh
positif terhadap IDT, namun DAU dan DAK masih berdampak negatif
terhadap IDT dan IPM (Sembiring, 2019); potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan IPTEK masih belum berpengaruh terhadap
pendapatan daerah (Arnita et al., 2019); dan Provinsi Sumatera Utara
memiliki infrastruktur jalan yang terbatas (Febriaty, 2018).

Bertitik tolak dari beberapa masalah tersebut, rumusan
masalah penelitian ini adalah:

Pertama, bagaimanakah disparitas (ketimpangan) pendapat-
an antar-daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi
daerah ditinjau dari aspek kapasitas keuangan daerah di 33 kabupaten/
kota di Provinsi Sumatera Utara?

Kedua, dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi
daerah, model analisis reformulasi kebijakan seperti apakah yang
dianggap relevan untuk meminimalisasi disparitas (ketimpangan)
pendapatan antar-daerah di 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera
Utara?

3.3 Tinjauan Literatur

3.3.1 Evaluasi Kebijakan Publik

Untuk menganalisis dan merumuskan masalah kebijakan
publik dan administrasi publik, dapat digunakan pendekatan “siklus
kerangka kerja struktural-fungsional” melalui langkah-langkah
“tiga tahapan struktural” dan “empat tahapan fungsional”. Tiga
tahapan struktural kebijakan publik (kolom vertikal) meliputi “aliran
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masalah”, “aliran kebijakan”, dan “aliran politik”. Sedangkan “empat
tahapan fungsional” administrasi publik (baris horizontal) meliputi
“agenda-setting”, “formulasi”, “implementasi”’, dan “evaluasi”
(Skok, 1995).

Kerangka kerja Skok digambar dalam bentuk metrik untuk
membuat dua belas “kotak sel” dan setiap “kotak sel” diisi dengan
nomor siklus secara berurutan mulai dari “kotak sel” 1 sampai 12.
Tabel Struktural-Fungsional dalam siklus administrasi publik dan
kebijakan publik tersebut adalah:

Tabel 3.1
Matriks Struktural-Fungsional dalam Siklus Administrasi Publik
dan Kebijakan Publik
Alur Administrasi Publik & Agenda  Formu- Implemen- Evalua-
Kebijakan Publik Setting  lation tation tion
Alur masalah (problem stream) 1 2 3 4
Alur kebijakan (policy stream) 5 6 7 8
Alur politik (political stream) 9 10 11 12

Sumber: Skok (1995).

Kerangka Skok yang dijabarkan oleh banyak ahli literatur
di bidangnya telah memberikan kontribusi besar bagi kepentingan
analisis perumusan, implementasi, evaluasi kebijakan publik, dan
administrasi publik (Skok, 1995); (Sirajuddin, 2016); (Almeida &
Bascolo, 2006).

Jika opini publik - dalam proses perumusan kebijakan - sejalan
dengan kebijakan publik, dikatakan kongruen, dan ini merupakan
arah perumusan yang baru (Monroe, 1998). Masalah koordinasi,
kolaborasi, dan kemitraan dalam perspektif perumusan kebijakan
publik menjadi sangat penting, terutama peran negara dalam ketiga
unsur tersebut dalam pemenuhan sumber daya dan produksi,

pengembangan modal sosial, dan pembangunan berkelanjutan (Hall,

47



1999).

Sedangkan dalam implementasi kebijakan, kesenjangan
pelayanan akan terjadi jika terdapat perbedaan antara “apa yang
diminta” dengan ‘“apa yang ditawarkan” dalam suatu tingkatan
birokrasi di lapangan (Hupe & Buffat, 2014). Implementasi kebijakan
harus diarahkan pada locus dan focus sehingga sejalan dengan
harapan masyarakat. Implementasi kebijakan harus berfungsi, baik
dari aspek maksud, keluaran, dan hasil (Akib, 2010). Implementasi
kebijakan merupakan program dan kegiatan dalam pelaksanaan
keputusan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
dalam keputusan kebijakan. Untuk mengetahui implementasi kebijakan
terdapat tiga kegiatan utama, yaitu ex-ante (memilih alternatif
prioritas), berkelanjutan (progres implementasi), dan ex-post (tingkat
pencapaian) (Desrinelti et al., 2021).

Evaluasi kebijakan publik merupakan sine qua non-activity
(tindakan, elemen bersyarat yang sangat diperlukan dan penting)
dan tidak dapat dihindari untuk setiap negara-bangsa di dunia, yaitu
evaluasi selama perumusan, implementasi, dan pasca implementasi
atau penilaian dampak (evaluation). Diperlukan standar dan kriteria
yang tepat pada setiap tahapan evaluasi, menghindari subjektivitas,
dan memilih profesional agar evaluasi kebijakan dapat dilakukan
dengan baik (Khan & Rahman, 2017).

Perumusan inovasi kebijakan memerlukan metodologi dan
strategi, yaitu ‘“siklus kebijakan”, yang meliputi agenda setting,
analisis dampak, dan perumusan kebijakan. Agenda perumusan
kebijakan dengan kombinasi (campuran berbagai instrumen
kebijakan) lebih efektif daripada agenda tunggal karena akan ada
interaksi dan efek umpan balik antar instrumen dalam merumuskan
suatu kebijakan (Falcone et al., 2019). Model inkremental dalam
kebijakan publik berpandangan bahwa kebijakan merupakan variasi
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atau kelanjutan dari kebijakan masa lalu, memodifikasi kebijakan
masa lalu, bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan secara
menyeluruh, mempertahankan kinerja yang telah dicapai, dan
memperbaiki tujuan yang belum tercapai untuk memenuhi kepuasan
masyarakat majemuk (Muladi et al., 2016).

Beberapa kerangka konseptual kebijakan publik dapat dipahami
bahwa kebijakan publik adalah suatu sistem tindakan pemerintah
atau kelembagaan untuk memecahkan masalah tertentu. Pemecahan
masalah tersebut antara lain dilakukan melalui tahapan pengelolaan
masalah dan pembuatan regulasi (tahap formulasi), implementasi
regulasi (tahap implementasi), monitoring dan evaluasi implementasi
regulasi tersebut (tahap evaluasi), dan implementasi reformulasi
kebijakan. Kerangka konseptual reformulasi kebijakan adalah “siklus
tindakan umpan balik dan evaluasi komprehensif” yang bertujuan
untuk memodifikasi dan menyempurnakan formulasi, implementasi,
dan evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan pada siklus sebelumnya
sebagai upaya pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik.

3.3.2 Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang hukum dan
politik kepada daerah otonom. Daerah otonom (pemerintah daerah)
memiliki kewenangan dalam perencanaan dan kebijakan pelayanan
publik sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah
pusat. Di Negara Dunia Ketiga, pelaksanaan desentralisasi harus
diberikanporsiyanglebih luas. Hal ini dapat mempercepat pemerataan
pertumbuhan, mengintegrasikan heterogenitas, dan mendorong
sumber daya unggulan lokal untuk meningkatkan kapasitas
ekonomi daerah. Desentralisasi bertujuan untuk menciptakan sistem
manajemen pemerintahan yang tidak terpusat, mengembangkan

manajemen kepemimpinan lokal, mendorong keputusan di tingkat
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lokal, meningkatkan efisiensi pelayanan masyarakat pedesaan,
menjangkau masyarakat miskin pedesaan, meningkatkan insentif,
partisipasi lokal, dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah
pada pemerintah pusat dalam memenuhi belanja daerah (Rondinelli,
1981). Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan
jawaban atas permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang pelayanan publik dan upaya memajukan dan meningkatkan
kemandirian daerah (Purwanto et al., 2020).

Rondinelli dan Cheema (1983) mengemukakan empat
bentuk utama desentralisasi, yaitu (1) dekonsentrasi (pelimpahan
tanggung jawab dari pemerintah pusat ke daerah), (2) desentralisasi
(pendelegasian kepada organisasi semi otonom), (3) debirokratisasi
(melibatkan non-pemerintah; privatisasi layanan pemerintah), dan
(4) devolusi (menciptakan atau memperkuat tingkat independen atau
unit pemerintah melalui devolusi fungsi dan kekuasaan) (Seymour &
Turner, 2002). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, konsep
desentralisasi berarti daerah otonom berhak menyelenggarakan urusan
pemerintahan umum yang diberikan kewenangan oleh pemerintah
pusat. Hal ini sesuai dengan asas otonomi daerah yang berarti bahwa
daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur

urusan dan kepentingan masyarakat daerah dalam sistem NKRI.

3.4 Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method
research (MMR) (Abowitz & Toole, 2010) dengan pendekatan studi
kasus (Bitektine, 2008). Studi kasus dapat menggeneralisasi suatu
fenomena dalam masalah sosial (Zainal, 2007). Data kuantitatif
-sebagai data primer penelitian ini - diperoleh dari Kementerian
Keuangan Republik Indonesia atau Kemenkeu RI (2022). Data

tersebut dapat diakses secara terbuka, melalui website kementerian
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keuangan (bukan data rahasia negara). Data kualitatif —sebagai data
sekunder - kami peroleh melalui studi pustaka dari hasil penelitian
sejenis sebelumnya di Indonesia, bahkan dari beberapa penelitian
desentralisasi dan otonomi daerah dari negara lain, sebagai bahan
pembanding. Kedua jenis data tersebut kemudian dianalisis secara
deskriptif-kualitatif. Langkah-langkah penelitian meliputi (1)
mengidentifikasi fenomena dan masalah penelitian berdasarkan
referensi teori dan hasil penelitian sebelumnya; (2) merumuskan
tujuan penelitian; (3) mengumpulkan data, melakukan pembahasan
dan analisis data (deskriptif-kualitatif); dan (4) merumuskan
kesimpulan dan kebaruan penelitian ini - berupa framework - serta
mengungkap implikasi hasil penelitian. Kesimpulan dan kebaruan
hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan paradigma baru
(new paradigm) terutama dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya ilmu
kebijakan publik dan kebijakan sosial. Reformulasi kebijakan —
sebagai paradigma baru— merupakan pengembangan hipotesis
deduktif (Bitektine, 2008); (Perairan, 1987); (Mahootian & Eastman,
2009); (Oh, 2012); dan (Guthery, 2007) yang telah dirumuskan
oleh para ahli di bidang administrasi publik, kebijakan publik, dan
kebijakan sosial sebelumnya. Menurut pandangan keenam ahli
metode penelitian tersebut, hipotesis deduktif dapat saling melengkapi
dalam pengembangan model pengamatan induktif, menghasilkan
literasi (sains), dan memiliki peranan penting yang dapat diandalkan
dalam pengembangan suatu teori. Dengan demikian, paradigma
baru hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru,
baik secara teoritis maupun praktis, serta dapat diuji oleh peneliti

selanjutnya.

3.5 Hasil dan Pembahasan
3.5.1 Desentralisasi di Beberapa Negara: Sebuah
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Perbandingan

Desentralisasi fiskal dan ekonomi berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi; desentralisasi tampaknya
baik untuk pertumbuhan, namun buruk untuk stabilitas harga di Cina
(Feltenstein & Iwata, 2005). Implementasi desentralisasi di negara
Leviathan, hibah dari pemerintah (pusat) kepada pemerintah lokal
menyebabkan flypaper effect (Bae & Feiock, 2004). Flypaper effect
terjadi ketika belanja daerah lebih besar daripada dana transfer
(dari pemerintah pusat) (Oates, 2003). Flypaper effect merupakan
implikasi dari asimetri antara besaran bantuan pemerintah (transfer)
dengan kapasitas pendapatan asli daerah. Artinya, flypaper effect
terjadi ketika bantuan pemerintah (pusat) lebih besar daripada
kemampuan pendapatan pemerintah (daerah) untuk memenuhi
pengeluaran daerah (Turnbull, 1992). Tidak hanya di bidang
pengelolaan keuangan pemerintah, fenomena flypaper effect
juga terjadi pada pemberian hibah modal tambahan berupa uang
tunai kepada pengusaha mikro perempuan dan laki-laki di Kota
Ghana. Hanya hibah dalam bentuk barang yang dapat memberikan
keuntungan meskipun hasilnya pengusaha laki-laki berpenghasilan
lebih rendah daripada pengusaha perempuan (Fafchamps et al.,
2013). Dalam studi lain terhadap 84 negara kreditor IMF periode
1975-2014, perkembangan keuangan tidak berpengaruh langsung
terhadap kesenjangan kemiskinan, meskipun pertumbuhan ekonomi
dapat mengurangi kemiskinan. Ketidakstabilan keuangan tampaknya
tidak memengaruhi kesenjangan kemiskinan (de Haan et al., 2021).
Fenomena ini kontras dengan bukti dari Armenia tentang kemampuan
keuangan dan indikator sosial ekonomi. Hasil kajian membuktikan
bahwa pelayanan publik tertentu akan lebih menguntungkan secara
finansial jika (pemerintah pusat) memiliki unit pemerintah daerah
yang lebih besar (Barabashev, 2022).
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3.5.2 Penyelenggaraan Desentralisasi dan Otonomi

Daerah di Indonesia

Dalam praktik politik di Indonesia - sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 - desentralisasi
lebih menitikberatkan pada penyerahan urusan pemerintah pusat
kepada daerah otonom. Daerah otonom mempunyai hak, wewenang,
dan kewajiban, termasuk dalam mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah. Pemerintah pusat
juga memberikan kewenangan dekonsentrasi kepada pemerintah daerah
melalui pelimpahan sebagian urusannya berdasarkan pertimbangan
bahwa gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Hak dan
kewajiban dekonsentrasi juga diberikan kepada bupati/walikota dan
instansi vertikal dalam urusan pemerintahan umum.

Desentralisasi bertujuan untuk mengurangi sentralisasi
kekuasaanpadapemerintahpusatsepertiyangterjadipadaeraOrdeBaru
(Suherman, Sugandi, dkk., 2021). Setelah pemerintahan Orde Baru
—yang bersifat sentralistik— penyelenggaraan sistem desentralisasi
bertujuan untuk membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk
mengatur penyelenggaraan pemerintahannya yang sering disebut
dengan otonomi daerah. Bagi daerah, desentralisasi bertujuan
untuk mencapai pemerataan politik, akuntabilitas daerah, dan daya
tanggap daerah. Namun pada kenyataannya, belanja daerah (APBD)
masih sangat bergantung pada APBN (Hanida et al., 2021). Bahkan
dalam beberapa kasus, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia
semakin mendorong berkembangnya korupsi (Arifin & Irsan, 2019);
pendelegasian wewenang yang tidak signifikan seperti itu disebut
desentralisasi “semu”; desentralisasi terlemah (Abdullah, 2005).
Desentralisasi dan otonomi daerah berdampak pada ketimpangan

antar-daerah, ini sangat serius (Undang, G. et al., 2022).
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Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
menjelaskan bahwa untuk mendorong kinerja keuangan pemerintah
daerah - berdasarkan asas dekonsentrasi dan otonomi daerah -
pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah
daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah
antara lain (a) PAD (pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan daerah
yang sah); (b) pendapatan transfer (pendapatan transfer pemerintah
pusat dan pendapatan transfer antar-daerah); dan (c¢) pendapatan
daerah lain yang sah. Penerimaan transfer pemerintah pusat meliputi
dana perimbangan (DBH, DAU, dan DAK), dana otonomi khusus
(Otsus), dana keistimewaan, dan dana desa, sedangkan penerimaan
transfer antar-daerah meliputi dana bagi hasil dan bantuan keuangan.
Berdasarkan hasil kajian selama periode 2011-2016, menunjukkan
bahwa pertumbuhan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak dan
Gas Bumi mengalami tren menurun dan negatif. Kontribusi DBH
SDA Migas terhadap dana perimbangan, pendapatan daerah, dan
belanja daerah berada pada kategori “kurang” dan “sangat rendah”
(Handaka, 2017). Hal ini berbeda dengan perolehan DBH di Daerah
Otonomi Khusus seperti Kabupaten Aceh Utara. Penerimaan
DBH migas mencapai Rp 1,89 triliun. Namun besaran DBH tidak
mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan di
daerah tersebut pada Maret 2012 mencapai 19,46%, di atas rata-rata
penduduk miskin di Indonesia sebesar 11,96% (Husna T.R., 2006).

Fenomena lain di beberapa negara menunjukkan hasil studi di
Armenia membuktikan bahwa pelayanan publik tertentu akan lebih
menguntungkan secara finansial jika (pemerintah pusat) memiliki unit
pemerintah daerah yang lebih besar (Barabashev, 2022). Pemerintah
daerah di Armenia —baik besar maupun kecil— perlu meningkatkan

kekuasaannya. Tidak hanya untuk memenuhi tanggung jawab dan
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kemandirian pemerintah daerah, tetapi juga sebagai wujud nyata
pelaksanaan reformasi administrasi daerah sehingga dapat memberikan
kontribusi, baik dalam praktek administrasi publik maupun secara teori
(Hayrapetyan & Mnatsakanyan, 2022). Di Ogun - pemerintah negara
bagian Nigeria - masih mencampuri urusan pemerintahan lokal. Padahal,
jika tidak ada campur tangan, kontribusi mereka terhadap perekonomian
nasional akan lebih besar (Ben-Caleb et al., 2021).

Dalam hal inovasi pelayanan, implementasi kualitas
pelayanan publik dan reformasi administrasi publik di Polandia
antara lain dihadapkan pada masalah “kemalasan” dari pemerintah
daerah yang masih mengharapkan dukungan eksternal, termasuk
bantuan dari pemerintah pusat (Michalski & Kope¢, 2021). Artinya,
kemandirian daerah di Polandia dalam memantau kualitas pelayanan
publik masih rendah. Lain halnya dengan kasus di Vietnam, negara
ini dapat menjadi percontohan. Dalam beberapa tahun terakhir,
reformasi pemerintah dan reformasi pemerintah daerah - menurut
teori tata pemerintahan yang baik - telah mencapai banyak hasil
yang luar biasa (Binh, 2021).

3.5.3 Otonomi Daerah di Sumatera Utara
A. Data dan Pembahasan

Berdasarkan data Kemenkeu RI (Februari 2022), APBD
33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran
2022 meliputi (1) PAD (pendapatan transfer dari pusat dan
pendapatan asli lainnya) dan (2) belanja daerah sebagaimana

tercantum dalam Tabel berikut.
Tabel 3.2
APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2022
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APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022
(dalam miliar rupiah)
No Kabupaten/Kota Pendapatan Daerah Belanja Daerah Kontri-busi
PAD Dana Penda- | APBD Belanja Surplus/ | Kontribusi
Transfer patan 2022 Daerah (defisit) | PAD terhadap

lain-lain APBD
@) 2) 3) ) 5) (6) @) () ()
1 Kota Medan 3,050.59 | 2,319.61 | 1,051.99 | 6,422.20 6,722.20 | (300.00) 48%
2 Kab. Deli Serdang 1,479.44 | 2,167.05| 556.05| 4,202.54 4,229.54 (27.00) 35%
3 Kab. Simalungun 220.23 | 2,068.20 116.24 | 2,404.67 2,399.37 5.30 9%
4 Kota Binjai 473.94| 1,453.86| 100.89| 2,028.69 2,022.69 6.00 23%
5 Kab. Langkat 120.30 | 1,658.56 126.11 | 1,904.97 1,901.97 3.00 6%
6 Kab. Asahan 164.78 | 1,375.16 89.62 | 1,629.55 1,644.55 (15.00) 10%
7 Kab. Mandailing Natal 102.19 | 1,431.77 54.66 | 1,588.62 1,602.46 (13.84) 6%
8 Kab. Serdang Bedagai 168.59 | 1,340.60 62.69 | 1,571.88 1,557.62 14.26 11%
9 Kab. Nias Selatan 56.50 | 1,337.69 4520 1,439.39 1,481.39 (42.00) 4%
10 | Kab. Labuhanbatu 271.14 981.96 97.80 | 1,350.90 1,372.70 (21.80) 20%
11 | Kab. Karo 124.93 [ 1,097.88 111.59 | 1,334.39 1,344.36 9.97) 9%
12 | Kab. Tapanuli Selatan 125.01 ( 1,129.98 69.16 | 1,324.15 1,433.19 | (109.04) 9%
13 | Kab. Tapanuli Utara 140.44 | 1,095.50 64.25 | 1,300.20 1,369.87 (69.67) 11%
14 | Kab. Tapanuli Tengah 113.99 | 1,026.14 42.22| 1,182.35 1,152.85 29.50 10%
15 | Kab. Dairi 70.43 | 1,037.03 36.56 | 1,144.03 1,181.75 (37.72) 6%
16 | Kab. Batu Bara 139.91 947.69 52.11| 1,139.71 1,281.49 | (141.78) 12%
17 | Kab. Padang Lawas Utara 31.81 | 1,035.82 39.34 | 1,106.98 1,318.20 | (211.22) 3%
18 | Kab. Padang Lawas 85.01 941.97 70.75 | 1,097.73 1,135.95 (38.22) 8%
19 | Kab. Toba Samosir 71.15 933.78 64.85| 1,069.78 1,124.69 (54.91) 7%
20 | Kab. Labuhanbatu Utara 59.81 883.17 82.30| 1,025.27 1,025.27 - 6%
21 | Kab. Humbang Hasundutan 80.92 878.58 51.32| 1,010.83 1,039.56 (28.73) 8%
22 | Kota Pematangsiantar 136.07 747.43 52.24 935.74 999.03 (63.29) 15%
23 | Kab. Nias 80.85 819.72 12.24 912.80 943.00 (30.20) 9%
24 | Kab. Labuhanbatu Selatan 67.86 772.09 40.86 880.82 918.82 (38.00) 8%
25 | Kab. Samosir 84.05 711.12 37.07 832.24 852.83 (20.59) 10%
26 | Kota Padangsidimpuan 96.91 645.99 36.57 779.47 878.00 (98.53) 12%
27 | Kab. Nias Utara 28.19 701.90 30.00 760.09 889.49 | (129.40) 4%
28 | Kota Tebing Tinggi 107.52 507.99 110.05 725.57 726.73 (1.16) 15%
29 | Kab. Nias Barat 15.06 690.13 18.06 723.26 756.31 (33.05) 2%
30 | Kota Gunungsitoli 36.38 619.77 32.72 688.87 716.86 (27.99) 5%
31 | Kota Sibolga 150.16 494.39 20.56 665.10 764.92 (99.82) 23%
32 | Kota Tanjungbalai 75.94 515.43 27.00 618.37 619.87 (1.50) 12%
33 | Kota Pakpak Bharat 20.50 481.37 15.09 516.95 536.12 (19.17) 4%

Amount 8,050.60 | 34,849.33 | 3,418.16 | 46,318.11 47,943.65 |(1,625.54)
Average province 243.96 | 1,056.04 | 103.58| 1,403.58 1,452.84 (49.26) 11.51%

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id (February 5, 2022), downloaded February 6,
2022.

Tabel 3.2 menunjukkan total PAD dari 33 kabupaten/kota

sebesar Rp8.050,60 miliar dengan rata-rata provinsi sebesar
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Rp243,96 miliar. Hanya terdapat 4 kabupaten/kota yang
memperoleh PAD di atas rata-rata provinsi, masing-masing
Kota Medan (Rp 3.050,59 miliar), Kabupaten Deli Serdang
(Rp 1.479,44 miliar), Kota Binjai (Rp 473,94 miliar), dan
Kabupaten Labuhan Batu (Rp 271,14 miliar). Sedangkan 29
kabupaten lainnya berada di bawah rata-rata provinsi, peringkat
terendah adalah Kabupaten Nias Barat (Rp 15,06 miliar). Data
ketimpangan PAD ditunjukkan pada Grafik berikut:

Grafik 3.1
Disparitas PAD di Provinsi Sumatera Utara
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Sumber: data hasil analisis penelitian ini (2022).

Sementara itu, total anggaran tahun 2022 dari 33 kabupaten/
kota sebesar Rp 46.318,11 miliar, sehingga rata-rata APBD
Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 1.403,58 miliar. Sembilan
kabupaten/kota mendapatkan APBD di atas rata-rata provinsi,
yaitu Kota Medan (Rp 6.422,20 miliar), Kabupaten Deli Serdang
(Rp 4.202,54 miliar), Kabupaten Simalungun (Rp 2.404,67
miliar), Kota Binjai (Rp 2.028,69 miliar), Kabupaten Langkat
(Rp 1.904,97 miliar), Kabupaten Asahan (Rp 1.629,55 miliar),
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Kabupaten Mandailing Natal (Rp 1.588,62 miliar), Kabupaten
Serdang Bedagai (Rp 1.571,88 miliar), dan Kabupaten Nias
Selatan (Rp 1.439,39 miliar). Sisanya, yakni 24 kabupaten/kota
berada di bawah rata-rata provinsi, dan yang terendah adalah
Kabupaten Pakpak Bharat (Rp 516,95 miliar). Kesenjangan
anggaran dijelaskan dalam Grafik berikut:

Grafik 3.2
Disparitas APBD di Provinsi Sumatera Utara
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Sumber: data hasil analisis penelitian ini (2022).

Kesembilan kabupaten/kota yang mendapatkan APBD
di atas rata-rata provinsi tersebut menunjukkan ketimpangan
anggaran daerah yang cukup tinggi. Jika pendapatan daerah
—secara teoritis— diperoleh melalui investasi dalam
mengembangkan potensi suatu wilayah, maka investasi asing
dapat berdampak pada peningkatan ketimpangan pendapatan di
negara-negara yang kurang berkembang (Tsai, 1995).

Pendapatan Daerah: Flypaper Effect

Sebagaimana tercermin pada Tabel 3.2 yang secara lebih
detil digambarkan dalam Grafik 3.1 dan Grafik 3.2 di atas,
ketergantungan APBD 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera
Utara terhadap APBN mencapai rata-rata 88,49%, hal ini
menunjukkan flypaper effect yang sangat tinggi.



Fenomena ini tidak hanya terjadi di Provinsi Sumatera
Utara, tetapi juga terjadi di daerah lain. Sebagai contoh, Provinsi
Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
mengalami flypaper effect yang disebabkan oleh besarnya
belanja daerah yang bersumber dari transfer pemerintah pusat
dalam bentuk DAU (Prakosa, 2004). Flypaper-effect Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) memengaruhi belanja daerah
di 23 provinsi di Indonesia pada periode 2014-2016. Flypaper
effect sebagai implikasi dari transfer tidak bersyarat (hibah)
berdampak pada peningkatan jumlah belanja daerah daripada
pendapatan PAD itu sendiri (Pradipta & Jatmiko, 2018). Hasil
studi lainnya di kabupaten dan kota di Indonesia selama periode
1988-2003, transfer antar-pemerintah mendorong peningkatan
belanja pemerintah daerah yang lebih besar dari pendapatan
asli daerah (flypaper-effect). Tampaknya ketergantungan
pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah
pusat akan semakin parah. Pemerintah daerah dalam jangka
panjang cenderung menggunakan pinjaman luar negeri
untuk membiayai peningkatan belanja. Distribusi transfer
pemerintah pusat kepada daerah dan transfer antar-daerah
harus mempertimbangkan upaya dan kemampuan pajak daerah
serta peran penting standar pelayanan minimal pemerintah
daerah dalam mencapai efisiensi pengeluaran (Kuncoro, 2007).
Transfer fiskal dalam skala besar akan membebani anggaran
pemerintah pusat. Pendekatan yang lebih tepat dilakukan
secara bertahap (Brodjonegoro & Asanuma, 2000). Fenomena
ini merupakan flypaper effect karena bantuan transfer dari
pemerintah pusat lebih besar dari kapasitas pendapatan daerah
atau PAD (Oates, 2003) dan (Turnbull, 1992). Namun hal ini

berbeda dengan kasus di Australia dimana intergovernmental
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grant bersifat fungsional dan tidak menimbulkan flypaper
effect pada lembaga pemerintah lokal (Worthington & Dollery,
1999). Otonomi politik dan keuangan harus dilaksanakan oleh
pemerintah daerah (Suherman, Suprayogi Sugandi, dkk., 2021).
Pengelolaan keuangan daerah - sekecil apapun - harus bebas

dari campur tangan pusat (Ben-Caleb et al., 2021).

Evaluasi Kebijakan

Mengadaptasi Framework Skok (Tabel 3.1), pada siklus
pertama (problem stream) evaluasi kebijakan berada pada
langkah ke-4; pada siklus kedua (policy stream) berada pada
langkah ke-8; dan pada siklus ketiga (political stream) berada
pada posisi langkah ke-12. Hal ini menunjukkan bahwa
evaluasi kebijakan perlu didahului dengan agenda seting
(langkah satu), perumusan (langkah kedua), dan implementasi
(langkah ketiga). Dalam kasus yang kami kaji, perumusan dan
pelaksanaan desentralisasi pemerintahan kabupaten/kota di
Provinsi Sumatera Utara belum dilakukan secara menyeluruh,
masih bersifat parsial. Sementara itu, dalam kajian evaluasi
desentralisasi ini, diharapkan lebih komprehensif dari hasil
kajian-kajian sebelumnya (Khan & Rahman, 2017), maka
evaluasi dalam Skok Framework pada siklus pertama (problems
stream), perlu diulang pada siklus kedua (evaluasi dari aspek
aliran kebijakan) atau langkah kedelapan, dan diulang pada
siklus ketiga (evaluasi dari aspek aliran politik) atau langkah
kedua belas. Evaluasi kebijakan desentralisasi tersebut meliputi:

Pertama, dari aspek alur masalah (problem stream).
Evaluasi terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijakan
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah kabupaten/

kota di Provinsi Sumatera Utara, secara empiris menunjukkan



permasalahan yang sangat krusial untuk dievaluasi agar tidak
menimbulkan ketimpangan sosio-ekonomi yang ekstrim.
Fenomena tersebut diperkuat dengan hasil temuan sebelumnya,
seperti (Sembiring, 2019), (Daulay, 2017), (Panggabean, 2009),
(Febriaty, 2018), (Anggraeni, 2016), dan (Arnita et al., 2019).
Kedua, dari aspek alur kebijakan (policy stream). Evaluasi
pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi di
bidang fiskal daerah merupakan hal yang sine qua non (Khan
& Rahman, 2017). Pencairan dana transfer yang tidak bersyarat
dari pemerintah pusat untuk menutup kekurangan PAD di
kabupaten/kota bahkan provinsi menimbulkan instabilitas dan
[flypaper-effect sehingga meningkatkan jumlah belanja daerah
(Pradipta & Jatmiko, 2018), (Worthington & Dollery, 1999),
cenderung menimbulkan hubungan asimetris antar wilayah
(Deller & Maher, 2006), menimbulkan interdependensi spasial
antar-wilayah (Acosta, 2010), berdampak pada ketimpangan
ekonomi sehingga berpengaruh signifikan terhadap kohesi sosial
(Goubin, 2016). Dalam kasus yang kami kaji di 33 kabupaten/
kota di Provinsi Sumatera Utara, temuan terdahulu tersebut
diperkuat dengan beberapa temuan penelitian ini, antara lain
terjadinya masalah ketimpangan yang sangat ekstrim seperti
pendapatan daerah dan APBD antara Kota Medan dan Kabupaten
Nias Barat atau Kabupaten Pakpak Bharat. Demikian pula rata-
rata kontribusi PAD terhadap APBD hanya 11,51%. Artinya,
88,49% penerimaan APBD 33 kabupaten/kota di Provinsi
Sumut sangat bergantung pada APBN melalui dana transfer
dari pemerintah pusat. Fakta empiris tersebut menghendaki
implementasi kebijakan untuk kemandirian daerah sehingga
diperlukan reformulasi kebijakan. Ketimpangan kontribusi
pendapatan PAD terhadap APBD dijelaskan pada Grafik berikut:

61



| 50

MEDAN CITY

35%

DELI SERDANG =

Grafik 3.3
Kontribusi PAD terhadap APBD di Provinsi Sumatera Utara

S s
&l e
EERS R = = = BN B B
—lolalalalsl = 58 8
ol Il N =T ] S P P EC RN R
=55 Sl 28 s e
||||||||||||I
N - = - - N - N - = N = = I IZ I If If I If If If If If IZ If If
=D Z Do e B e B S e D e DDz e
EEDZUEBEMPME LSO ZDED ZD T O EBR g Sy S
e R R e R R S VI T BB R S = O S
P dz AR YEagD ZanZE oo s aan<ciEZE sz
ZZ:zC<:ﬁ,:n<’;2n<:<:;’;23:4522427\:‘:1
SE=CheEtac TRl ol gR5R 0 fesan0 Wy
R R R e T SR = R O I B = Y
oD 2 z 55 @ E O 2 =202 m 5 S - DD ®mD 2o
A =z < o nsza5 czaE2onm<z TZE gz
5% Z=o 2 o= B2 =295 z02 #
h < < = b - - [ S -
%} o n < é o
= - %}

Sumber: data hasil analisis penelitian ini (2022).
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Ketiga, dari aspek alur politik (political stream). Evaluasi
penilaian dampak (evaluation) (Khan & Rahman, 2017) bahwa
politik dan administrasi publik merupakan dua fungsi yang
tidak dapat dipisahkan (Skok, 1995). Partisipasi publik, kurang-
nya keterbukaan politik, dan pemerintahan otoriter dapat
menghambat proses demokrasi regional (Wenner, 2015), dan
evaluasi kebijakan perlu diintegrasikan dengan peraturan politik
dan kelembagaan tertentu (Almeida & Béscolo, 2006). Temuan
Monroe (1998) mengenai peran panitera dalam menyalurkan
aspirasi konstituen di daerah (pemilihan umum) dapat dikatakan
sejalan (kongruen) dengan kebijakan publik jika dapat
mewujudkan harapan pemilih (Monroe, 1998). Secara politis,
kekuatan kelompok penekan pun menciptakan flypaper effect
karena jenis hibah federal di AS yang diterima negara bagian

adalah sumber utama pendanaan di tingkat negara bagian dan



D.

lokal (Dougan & Kenyon, 1988). Dari perspektif politik - dalam
kasus yang kami kaji - partisipasi anggota legislatif di tingkat
pusat (DPR RI dan DPD RI) dan DPRD Provinsi serta DPRD
Kabupaten/Kota menjadi sangat strategis dalam mewujudkan
kemandirian daerahnya masing-masing.

Keputusan politik desentralisasi dan dekonsentrasi dapat
mengembangkan fiskal daerah sebagai sumber PAD yang
bersumber dari pajak dan retribusi daerah (Undang, G., 2022).
Legislator dapat berinovasi untuk mendorong potensi daerah
agar memiliki nilai tambah, antara lain pengembangan sistem
informasi pariwisata (Undang, G., et al., 2021) dan (Cahyani, R.
Y.D,,etal., 2021), termasuk di dalamnya pengembangan potensi
lokal seperti agribisnis melalui pemetaan sistem informasi
digital (Maskun, T., et al., 2021), dan inovasi pembangunan desa
digital berbasis kearifan lokal (Heri et al., 2021). Inovasi sangat
penting karena menentukan tingkat profesionalisme (Undang,
G., 2020). Dengan demikian, dari aspek politik, upaya evaluasi
kebijakan untuk menghasilkan reformulasi desentralisasi dalam

pelaksanaan otonomi daerah sangat perlu dan penting.

Policy Reformulation Action-Cycle Framework (PRACYF)

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, kerangka
konseptual dan novelty yang kami usulkan dalam studi ini —
sebagai paradigma baru untuk reformulasi kebijakan— adalah
model analisis Policy Reformulation Action-Cycle Framework
(PRACYF) sebagaimana tercantum dalam Gambar berikut:
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Gambar 3.1
Policy Reformulation Action-Cycle Framework (PRACYF)

I} A
gt Policy Formulation 1
! 4 (PF)°C1.1" ;lf |
1
|
. X ! Policy Reformula- Policy Implementa- | |
Hasil perumusan Reformulasi I | fion (PR)C1.47 CYCLEI tion (PI} “C1.2" I
Kebijakan (Policy Reformulation) 1
Siklus I (Cycle ) merupakan bahan | | A Policy Evaluation | <~ | !
perbaikan (modifikasi) untuk \ (PE} *C1.3" I
Formulasi Kebijakan (Policy . /
Formuiation) pada SiklusII. | T T T T T oo oo oo oo s s s s e e
pmmmmmm m m —m m m m — — — — —— == — —
" oy A Y
I' ................. = | Policy Formulation 1
H “C21
1 N/ ;]f :
§ . "1 Policy Reformula- CYCLE Il Policy Implementa- | |
Hasil perumusan Reformulasi I | tion (PR)*C2.4" tion (P "C22" | |
Kebjj (Palicy Refo 1
Siklus IT (Cyele I} merupakan I 4} Policy Evaluation é I -
bahan perbaikan (modifikasi) untulk \ (PE)*C2.3" I
Formulasi Kebijakan (Policy - /!
Formulation) pada SiklusIII. | T - === === =============== -
P -~
. Y
| [R— ~ .| Policy Formulation 1
B €317 1
i A% Vi '
[TomTs s s s s s s T€<e- !
! : Policy Reformula- CYCLE Ill etc. Policy Implementa- | |
i i 1 don (PR)C34° tion (P *C3.2° | |
1 1
: dst. : 1 & Paolicy Evaluation é | !
H ] (PE)*C3.3" 1
1 (. 7/
I 1 -~ -
! T L T T T T
I ]

Sumber: gambar hasil penelitian, digambar Undang, G. (2022), diadaptasi dari
Dave Ebbutt, 1985 (dalam Undang, G., 2008).

Gambar 3.1 dapat dipahami bahwa dalam suatu siklus
aksi administrasi publik dan kebijakan publik, umumnya ditempuh
melalui tahapan formulasi kebijakan (PF), implementasi kebijakan
(PI), evaluasi kebijakan (PE), dan reformulasi kebijakan (PR).
PR bertujuan untuk memperbaiki atau memodifikasi kebijakan
sebelumnya, setelah melalui proses PI dan PE. Sebagai ilustrasi,
misalnya, pada Siklus I sebuah biro hukum membuat PF untuk
merancang undang-undang baru (RUU). Jika draft (RUU) telah
disetujui dan ditetapkan oleh legislatif dan eksekutif, maka undang-
undang tersebut dapat dilaksanakan (PI) dan dievaluasi (PE) pada
Siklus I. Pada akhir dasawarsa Siklus I —misalnya— PI perlu

dievaluasi untuk menghasilkan PE baru melalui proses PR untuk
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bahan tindak lanjut Siklus II. Setelah disetujui dan ditetapkan oleh
lembaga legislatif dan eksekutif, pada Siklus II undang-undang
baru/hasil perubahan tersebut (PI), dievaluasi kembali (PE) untuk
menghasilkan PF baru sebagai bahan tindak lanjut pada Siklus III,
dan seterusnya.

Seperti telah dibahas sebelumnya, kerangka konseptual untuk
siklus tindakan reformulasi kebijakan adalah “siklus tindakan umpan
balik dan evaluasi menyeluruh™ yang bertujuan untuk memodifikasi dan
meningkatkan formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang telah
diterapkan pada siklus sebelumnya —dan dapat diterapkan pula pada siklus
berikutnya— sebagai upaya pemangku kepentingan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik dan meminimalisasi ketimpangan antar-
daerah, terutama ketimpangan pendapatan antar-daerah yang sangat tidak
diharapkan dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah,

khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

3.6 Kesimpulan

Implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah
pada era reformasi di Indonesia telah berlangsung hampir 25 tahun
(1998-2022), sejak tumbangnya pemerintahan “Orde Baru” yang
‘sentralistik’ yang dipimpin oleh Presiden Soeharto (1966-1998).
Namun, kenyataannya saat ini masih “tersentralisasi” seperti di
era Orde Baru tersebut. Bertitik tolak dari fenomena tersebut dan
bertujuan untuk menganalisis dan menemukan kerangka konseptual
baru (new paradigm) tentang reformulasi kebijakan desentralisasi
dan otonomi daerah —dengan studi kasus di Provinsi Sumatera
Utara— hasil kajian yang menggunakan mix-method ini menemukan
bahwa keuangan pemerintah kabupaten/kota masih bergantung pada
“penerimaan transfer” dari pemerintah pusat (88,49%). Artinya,

kontribusi PAD dan kapasitas fiskal daerah masih sangat rendah
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(11,51%); jauh lebih rendah dari kebutuhan belanja daerah sehingga
menimbulkan flypaper effect. Tidak hanya terjadi di 33 kabupaten/
kota di Provinsi Sumatera Utara, fenomena ini —menurut referensi
hasil penelitian sebelumnya— juga terjadi di beberapa daerah di
Indonesia. Untuk itu, pertama, dari aspek perumusan kebijakan, jika
reformulasi kebijakan tidak segera dilakukan, dalam jangka panjang
dapat berimplikasi pada berlanjutnya “ketergantungan daerah”
pada pemerintah pusat. Hal ini sangat diametral dengan sifat dan
tujuan desentralisasi dan otonomi daerah, yakni kemandirian daerah
dan kesejahteraan masyarakat lokal, terutama dalam peningkatan
pelayanan, keadilan, pemberdayaan, peranserta masyarakat, daya
saing, dan pengembangan potensi lokal terutama dalam meningkatkan
PAD dan fiskal daerah.

Kedua, dari aspek implementasi kebijakan. Meskipun
kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah berperan penting
dalam pembangunan daerah, dan fiskal daerah berdampak signifikan
terhadap pembangunan ekonomi dan kemandirian daerah, namun
pada saat yang sama pemerintah pusat memberikan dana transfer
kepada pemerintah daerah sehingga melemahkan kemandirian
daerah, termasuk dalam pemenuhan belanja daerah.

Ketiga, dari aspek evaluasi kebijakan. Kami pun mencermati
adanya disparitas atau ketimpangan perolehan PAD dan APBD
di 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat
berimplikasi pada ketimpangan pemerataan pembangunan daerah.

Keempat, dari aspek reformulasi kebijakan. Bertitik tolak dari
ketiga aspek tersebut —untuk jangka panjang— kami mengusulkan
pentingnya reformulasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah
melaluiimplementasi Policy Reformulation Action-Cycle Framework
(PRACYF). PRACYF dapat diterapkan dalam membuat “grand

design” untuk merumuskan kembali kebijakan desentralisasi dan
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otonomi daerah yang komprehensif dan berkelanjutan, khususnya
dalam meminimalisasi ketimpangan pendapatan antar-daerah, baik

di Provinsi Sumatera Utara maupun daerah lainnya di Indonesia.
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BAB IV
PENUTUP

Selama pemerintahan Orde Baru (1966-1998), penyeleng-
garaan Pemerintahan Daerah di Indonesia mengacu pada Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah. Undang-undang yang bersifat sentralistik tersebut
dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dalam
penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah. Setelah pemerintah
Orde Baru runtuh (Mei, 1998) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
diganti oleh Undang-undang yang membawa misi desentralisasi dan
otonomi daerah, yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, kemudian disempurnakan oleh Undang-
undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir Undang-undang
Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara filosofis, tujuan penyelenggaraan desentralisasi
menurut Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 antara lain
adalah untuk peningkatan pelayanan publik. Sedangkan pelaksanaann
otonomi daerah bertujuan untuk memacu kesejahteraan masyarakat
di tingkat lokal.

Beberapa evaluasi terhadap implementasi kebijakan publik,
capaian terhadap cita-cita negara sejahtera (welfare state) masih
belum sesuai dengan kebijakan sosial, yakni meningkatnya kesejah-
teraan dan martabat masyarakat sebagai warga negara. Hal tersebut
tercermin dari hasil kajian pertama di Kawasan Jawa Barat Bagian
Selatan, Provinsi Jawa Barat. Melalui model analisis ID-StM
Interdisciplinary Framework, terdapat beberapa faktor utama yang
menghendaki pertimbangan kebijakan publik dan kebijakan sosial,
yakni:

69



Pertama, dipandang dari aspek “method” dan/ proses,
pembangunan Jawa Barat Bagian Selatan masih bersifat “fop-down
policy”, belum melibatkan partisipasi masyarakat (bottom-up) secara
masiv, kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup masih bersifat
konseptual, sehingga berdampak pada ancaman peningkatan kerusakan
lingkungan dan disparitas (ketimpangan) pembangunan masyarakat dan
kewilayahan. Solusi alternatif —sebagai harapan— kawasan Jawa Barat
Bagian Selatan perlu didorong menjadi kawasan agropolitan yang ramah
lingkungan, peningkatan investasi APBN dan APBD daripada investasi
swasta —sebagaimana model pengembangan pembangunan India
Selatan— yang dapat mengancam degradasi lingkungan. Kebijakan
eksplorasi dan eksploitasi yang dapat merusak bentang alam pesisir
(pasir besi, biota laut, dan sejenisnya) direkomendasikan dibekukan.
Dengan demikian, model pendekatan pembangunan (development
approach) yang diusulkan adalah pengembangan kawasan agropolitan
yang ramah lingkungan dan non-polutan dengan pengembangan model
ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi biru (blue economy),
dan hal tersebut selaras dengan kekayaan potensi lokal dan lingkungan
alamnya yang masih alami.

Kedua, berdasarkan pertimbangan faktor “material” atau
potensi alam (material)/budaya/lingkungan, kawasan Jawa Barat
Bagian Selatan memiliki potensi sumber dayaalam dibidangkelautan,
pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata yang
belum terkelolasecara optimal. Akibatnya, perekonomian masyarakat
setempat mengalami kesenjangan dibandingkan dengan lingkungan
masyarakat yang teraglomerasi industri-perdagangan (masyarakat
perkotaan) seperti di Kawasan Jawa Barat Bagian Tengah dan Utara.
Pada kondisi seperti ini menghendaki kebijakan publik yang selaras
dengan kebijakan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam dan

sumber daya buatan sebagai pendukung produksi potensi kelautan,
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pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pariwisata dapat
dikembangkan agar IPM (ekonomi, kesehatan, pendidikan, dIl.)
dapat meningkat di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat.

Ketiga, faktor “machine” atau teknologi dan infrastruktur.
Kawasan di Pesisir Samudera Hindia ini menghadapi keterbatasan
infrastruktur (darat, laut, udara); infrastruktur kesehatan, pendidikan
dan ekonomi, infrastruktur pendukung di bidang kelautan, pertanian,
perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata, teknologi tepat guna
di bidang agrobisnis, agroindustri, industri kelautan, dan pariwisata serta
infrastruktur sosial (fasilitas sosial dan fasilitas umum). Pemecahan
terhadap masalah ini dapat mengurangi rentang kendali (span of
control), meningkatkan mobilitas barang dan jasa, meningkatkan
produksi, dan memajukan kesejahteraan masyarakat lokal. Peningkatan
indeks infrastruktur dan indeks teknologi tepat guna di Jawa Barat
Bagian Selatan perlu didorong di atas rata-rata Jawa Barat.

Keempat, faktor “manpower/people”, yakni kompetensi
masyarakat dan kapasitas aparatur masih sangat terbatas sehingga
berdampak pada kualitas dan produktivitas sumber daya manusia
lokal. Selain pentingnya meningkatkan IPM, kompetensi masyarakat,
dan kapasitas aparatur, serta pendidikan vokasi (pertanian,
perkebunan, peternakan, kelautan, dan pariwisata), kualitas lulusan
pendidikan umum serta tersedianya layanan pendidikan tinggi perlu
menjadi prioritas utama dalam mencapai Angka Partisipasi Kasar
(APK), terutama jenjang pendidikan umum dan pendidikan tinggi.

Bertitik tolak dari faktor-faktor utama tersebut, model
analisis ID-StM [Interdisciplinary Framework diharapkan dapat
dijadikan model analisis kajian dan reformulasi kebijakan publik
dan kebijakan sosial dalam meminimlisasi disparitas pembangunan

dan sosial di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

ook skokosk
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Sedangkan kajian kedua dengan studi kasus di Provinsi
Sumatera Utara lebih fokus pada unit analisis pelaksanaan
desentralisasi dan otonomi daerah dipandang dari perspektif
kemampuan keuangan daerah. Sebagaimana kajian pertama, kajian
kedua pun kami menawarkan suatu konseptual model analisis
paradigma baru (new paradigm) tentang reformulasi kebijakan
desentralisasi dan otonomi daerah di 33 kabupaten/kota di Provinsi
Sumatera Utara. Hasil kajian menemukan bahwa keuangan
pemerintah kabupaten/kota masih bergantung pada “penerimaan
transfer” dari pemerintah pusat (88,49%). Artinya, kontribusi PAD
dan fiskal daerah masih sangat rendah (11,51%); jauh lebih rendah
dari kebutuhan belanja daerah sehingga menimbulkan flypaper effect.
Tidak hanya terjadi di 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara,
fenomena ini —menurut referensi hasil penelitian sebelumnya—
juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Untuk itu, pertama,
dari aspek perumusan kebijakan, jika reformulasi kebijakan tidak
segera dilakukan, dalam jangka panjang dapat berimplikasi pada
berlanjutnya “ketergantungan daerah” pada pemerintah pusat. Hal ini
sangat diametral dengan sifat dan tujuan desentralisasi dan otonomi
daerah, yaknikemandirian daerah dankesejahteraan masyarakatlokal,
terutama dalam peningkatan pelayanan, keadilan, pemberdayaan,
peranserta masyarakat, daya saing, dan pengembangan potensi lokal
terutama dalam meningkatkan PAD dan fiskal daerah.

Kedua, dari aspek implementasi kebijakan. Meskipun
kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah berperan penting
dalam pembangunan daerah, dan fiskal daerah berdampak signifikan
terhadap pembangunan ekonomi dan kemandirian daerah, namun
pada saat yang sama pemerintah pusat memberikan dana transfer
kepada pemerintah daerah sehingga melemahkan kemandirian

daerah, termasuk dalam pemenuhan belanja daerah.
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Ketiga, dari aspek evaluasi kebijakan. Kami pun mencermati
adanya disparitas perolehan PAD dan APBD di 33 kabupaten/kota di
Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat berimplikasi pada disparitas
dalam pemerataan pembangunan daerah.

Keempat, dari aspek reformulasi kebijakan. Bertolak dari
ketiga aspek tersebut —untuk jangka panjang— kami mengusulkan
pentingnya reformulasi kebijakan desentralisasi dan otonomi
daerah melalui implementasi Policy Reformulation Action-Cycle
Framework (PRACYF). PRACYF dapat diterapkan dalam membuat
“grand design” untuk merumuskan kembali kebijakan desentralisasi
dan otonomi daerah yang komprehensif dan berkelanjutan, baik di

Provinsi Sumatera Utara maupun di Indonesia.
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GLOSARIUM

Administrasi publik (public administration) adalah suatu bahasan
ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan
bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan
eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang
meliputi kebijakan publik, tujuan negara, dan etika yang
mengatur penyelenggara negara; induk ilmu kebijakan
publik.

Administrasi sosial (social administration) adalah suatu bahasan
ilmu sosial yang secara spesifik mempelajari kebijakan
sosial sebagai respons dari anggapan kegagalan kebijakan
administrasi publik dalam mencapai negara kesejahteraan
(welfare state).

Aglomerasi adalah pemusatan dalam lokasi atau suatu kawasan
tertentu.

Aglomerasi industri adalah pemusatan industri dalam lokasi atau
suatu kawasan tertentu.

Aglomerasi perkotaan adalah pemusatan permukiman penduduk
dengan kepadatan tingggi sebagai satu kesatuan tempat
tinggal masyarakat dimana sebagian besar penduduknya
bekerja di luar pertanian.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana
keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda
(Peraturan Daerah).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan
undang-undang.

Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
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Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan,
dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat desa.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan.

Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus
yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan
tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil
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berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan
mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dekolonisasi adalah aktivitas intelektual dan pola berpikir bangsa
Timur (terjajah) berdasarkan hak-hak dasar dan nilai-nilai
kearifan lokal (local wisdom) dalam mempertahankan
kemandirian budaya dalam negara yang berdaulat.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal
di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/
wali kota sebagai penanggung jawab Urusan Pemerintahan
Umum.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas
Otonomi.

Desentralisasi “semu” adalah pendelegasian wewenang yang tidak
signifikan dalam penyelenggaraan otonomi daerah sehingga
berdampak pada ketimpangan antar-daerah atau kesatuan
wilayah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga perwakilan

rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Pusat.

Flypaper effect adalah suatu kondisi kapasitas kemampuan keuangan

daerah lebih kecil daripada kebutuhan belanja daerah
sehingga bergantung pada dana transfer (dari pemerintah
pusat); implikasi dari asimetrisnya antara besaran bantuan
pemerintah (transfer) dengan kapasitas pendapatan asli
daerah; bantuan pemerintah (pusat) lebih besar daripada
kemampuan pendapatan pemerintah (daerah) dalam

pemenuhan pengeluaran daerah.

Kawasan Metropolitan “Rebana” adalah Kawasan Peruntukan

Industri (KPI) yang meliputi KPI KPI Patimban, KPI Cipali
Subang Barat, KPI Cipali Subang Timur, KPI Cirebon, KPI
Patrol, KPI Losarang, KPI Tukdana, KPI Cipali-Indramayu,
KPI Balongan, KPI Krangkeng, KPI Jatiwangi, KPI Kertajati-
Jatitujuh, dan KPI Butom yang secara keseluruhan tersebar
di Kab. Majalengka, Kab. Subang, Kab. Indramayu, Kab.
Cirebon, Kab. Sumedang, dan Kab. Kuningan serta Kota

Cirebon sebagai Kawasan Pendukung.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/

Daerah untuk mencapai tujuan.

Kebijakan publik adalah suatu sistem tindakan pemerintah atau
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kelembagaan untuk memecahkan masalah tertentu melalui
tahapan pengelolaan masalah dan pembuatan regulasi (tahap
formulasi), implementasi regulasi (tahap implementasi),
monitoring dan evaluasi implementasi regulasi (tahap
evaluasi), dan implementasi reformulasi kebijakan; kebijakan
publik merupakan sub-bagian administrasi publik (public

administration); salahsatu konsentrasi admnistrasi publik;



kajian utama ilmu administrasi negara; sebagai produk,
peran, dan fungsi administrasi.

Kebijakan sosial adalah derivat atau turunan ilmu kebijakan
publik yang dirancang untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat atau kualitas hidup masyarakat dalam mencapai
negara kesejahteraan (welfare state); kebijakan sosial dapat
dipahami sebagai kebijakan kesejahteraan sosial (social
welfare policy); secara lebih sempit dapat dikatakan sebagai
pelayanan sosial.

Kerangka konseptual reformulasi kebijakan adalah “siklus
tindakan umpan balik dan evaluasi komprehensif” yang
bertujuan untuk memodifikasi dan menyempurnakan
formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang
telah dilaksanakan pada siklus sebelumnya sebagai upaya
pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik.

Ketimpangan regional adalah ketidakseimbangan kemajuan sosial,
budaya, dan pembangunan antara suatu kawasan dengan
kawasan lainnya yang berada dalam suatu kesatuan wilayah
(region) tertentu.

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang
dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik
negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut.

Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli yang hidup dalam
wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan
rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.

Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli yang sejak

kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta
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tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas
yang tinggi di antara para anggotanya.

Model inkremental dalam kebijakan publik adalah variasi atau
kelanjutan dari kebijakan masa lalu, memodifikasi kebijakan
masa lalu, bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan
secara menyeluruh, mempertahankan kinerja yang telah
dicapai, dan memperbaiki tujuan yang belum tercapai untuk
memenuhi kepuasan masyarakat majemuk.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Khusus (Otsus) adalah kewenangan khusus yang diakui
dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar
masyarakat Papua.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga negara.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

102



luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan.

Pentahelix adalah model kerjasama aktif antara unsur pemerintah,
dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga
untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi
anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan
oleh instansi pemerintah.

Sosio-teknik adalah pendeketan interdisipliner ilmu sosial dengan
ilmu teknik serta sistem desain dan rekayasa ilmu, teknologi,
sosial, dan lingkungan masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai
jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga
negara secara minimal.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada
daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintahan yang
sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi

kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan
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oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan
Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat.

Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang
dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota sebagai dasar pelaksanaan Otonomi
Daerah.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang
wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi
yang dimiliki daerah.

Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan
yang dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di
wilayah kerja masing-masing.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang
wajib diselenggarakan oleh semua daerah.

Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan (JBBS) adalah seluruh wilayah
Jawa Barat bagian Selatan yang meliputi ruang darat,
ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri
atas 83 (delapan puluh tiga) kecamatan yang mencakup
5 (lima) Kabupaten, meliputi: a. Kabupaten Sukabumi,
terdiri atas Kecamatan Ciemas, Ciracap, Jampang Kulon,
Tegalbuleud, Surade, Cidolog, Sagaranten, Lengkong,
Pelabuhanratu, Jampang Tengah, Cisolok, Cikakak,
Bantargadung, Simpenan, Waluran, Purabaya, Pabuaran,
Kalibunder, Cibitung, Cidadap, Curugkembar, Cikidang,
Warungkiara, Nyalindung, Cikembar dan Geger Bitung;
b. Kabupaten Cianjur, terdiri atas Kecamatan Agrabinta,

Sindangbarang, Cidaun, Naringgul, Cibinong, Tanggeung,
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Kadupandak, Takokak, Sukanagara, Cikadu, Pagelaran,
Pasirkuda, Leles, dan Cijati; ¢. Kabupaten Garut, terdiri
atas Kecamatan Cisewu, Caringin, Telegong, Bungbulang,
Pamulihan, Pakenjeng, Cikelet, Pameungpeuk, Cibalong,
Cisompet, Peundeuy, Singajaya, Cihurip, Cikajang,
Banjarwangi dan Mekarmukti; d. Kabupaten Tasikmalaya,
terdiri atas Kecamatan Cipatujah, Karangnunggal, Cikalong,
Pancatengah,  Cikatomas, Cibalong,  Bantarkalong,
Bojonggambir, Sodonghilir, Taraju, Culamega, Bojongasih,
dan Parung Ponteng; dan e. Kabupaten Ciamis (2012 sudah
dimekarkan menjadi Kabupaten Pangandaran), terdiri atas
Kecamatan Cimerak, Cijulang, Cigugur, Langkaplancar,
Parigi, Pangandaran, Sidamulih, Kalipucang, Padaherang,
Banjarsari, Lakbok, Purwadadi, Pamarican dan Mangunjaya,
yang termasuk dalam delineasi menurut kriteria distribusi,
orientasi kehidupan dan aktivitas penduduk yang mengarah
ke selatan, serta lahan terbangun berikut hasil proyeksi
distribusi, orientasi kehidupan dan aktivitas penduduk yang
mengarah ke selatan.

Wilayah Jawa Barat Bagian Tengah (JBBT) adalah ruang darat,
ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam
bumi yang mencakup 4 (empat) kabupaten/kota meliputi
Kota Bandung, Kota Cimahi, sebagian wilayah Kabupaten
Bandung Barat, dan sebagian wilayah Kabupaten Sumedang,
yang termasuk dalam delineasi menurut kriteria distribusi,
orientasi kehidupan dan aktivitas penduduk yang mengarah
ke tengah, serta lahan terbangun berikut hasil proyeksi
distribusi, orientasi kehidupan dan aktivitas penduduk yang
mengarah ke tengah.

Wilayah Jawa Barat Bagian Utara (JBBU) adalah ruang darat,
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ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
yang mencakup 14 (empat belas) kabupaten/kota meliputi
sebagian Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota
Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten
Purwakarta, sebagian Kabupaten Subang, sebagian
Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, sebagian
Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon,
dan sebagian Kabupaten Kuningan, yang termasuk dalam
delineasi menurut kriteria distribusi, orientasi kehidupan
dan aktivitas penduduk yang mengarah ke utara, serta
lahan terbangun berikut hasil proyeksi distribusi, orientasi

kehidupan dan aktivitas penduduk yang mengarah ke utara.
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SINOPSIS

Bagaimana model pengembangan analisis disparitas
kebijakan sosial di dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah?
Buku monografi ini berupaya menjelaskan dua model analisis
kebijakan sosial di dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah,
meskipun masih sangat terbatas. Pertama, model analisis
interdisiplin untuk menganalisis disparitas sosial dan
pembangunan dengan studi kasus kawasan Jawa Barat Bagian
Selatan, Provinsi Jawa Barat, yakni Interdisciplinary ID-StM
Framework. Kedua, model analisis Policy Reformulation Action-
Cycle Framework (PRACYF) untuk meminimalisasi disparitas
pendapatan daerah di 33 daerah kabupaten/kota di Provinsi
Sumatera Utara.

Implikasi kedua paradigma baru (new paradigm) tersebut
diharapkan menjadi alternatif dalam pengambilan keputusan
kebijakan publik dan kebijakan sosial, tidak hanya di Provinsi Jawa
Barat dan Provinsi Sumatera Utara, tetapi juga di daerah lainnya di

Indonesia.
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